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BUPATIKAUR 
PROVJNSI BENGKULU 

PERi\TORAN DAERAH KABUPATEN KAUR. 
NOMOR : / g TAHUN 2016 

TENTANG 

DESA 

DENGAN RAHMAT TORAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

a. t bahwa untuk melaksanakan ketentuan tJndang-Undang . Noinor 6 Tahun 2014 tentang Des?., Peratutan· Pemerltjtah . Nomor · 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksan?B-ll _: Undang-Undang, 'Nomor 6 Tahun 2014 :ten.tang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2-014 tentang Dana -Desa Yang Bersumber dari Anggara:.n Pendapatan i:lan ·Belanja Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Talp.un 
2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNmjnor 

-60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Ij)ari 
Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Reptiblik Indonesia -Tahun 2015 nomor 88, Tambaµan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56~4), 
Peraturan Pemerip.tah Nomor .47 Tahun 20.15 Tentang 
Perubahan Atas :Peraturan Pemerintah Nomot 43 Taftun 
_2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undf1.ng 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk tertib, terarah iian 
memiliki kejelasan tujuannya perlu diatur dengan peraturan 
daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan seba:gaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
D,esa. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Re:publik Indonci:sia 

·Tahun 1967 Nomor. 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2828); 

3. -Uridang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembairan 

; Negara ~epublik Indonesia Tah:µn 2011 . N omor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Repµblik Indonesia No:inor 5234); 



• 

4. 

5. 

6. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; (entang t>esa 
(Lembaran Negara ~epublik Indonesia 'I_'ahun 2014_ Nom{>r 7, Ta:mbahan Lembaran Negara Republik Indo.nes1a Nq,mor 5495); 

. . ! Undang-Undang Noni.or 23 T&hun · 2014 ten~g . 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indo11-esia . 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran ~egara Nqmor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa "kali ter~r 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun ~015 tentang 
Perubahan Kedu;;i. Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah;· (Lembaran Ne,gara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lenibaran Negara Republik Indonesia Nomor2854); 

I Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pernerintahan antara Pemerin,tah, · 
Pemerintahan Daerah 'Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
82, Tambaha.n Le:rnbaran Negara Republik Indonesia Ndmor 
4737); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Taihun 
2014 Ten.tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 
2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan Dan Belijmja Negara (Le;mbaran Negara Rep~blik 
Indonesia. Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 

' 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tap.un 
2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber ~ari 
Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia. Tahun 2015 Nomor 88, Tamba,han 
Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5694); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47. Tahun · 2015 Tentlartg . ' Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No:mor 43 T$un 
2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nonior 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk tertib, terarah !cJ.an 
memiliki kejelasan tujuannya perlu diatur dengan peraturan · 
daerah; . 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik I~donesia Nojnor 
111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Oesa 

. ' (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

, 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nii>mor 
112 Tahu.n 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (J:\erita 
Negara Republik In~onesiaTahun 2014 Nomor 2092); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia N?mor 
·: 113 Tahun 2014 Tentang Pengelol~ Keuangan Desa (l:1erita 

Negara Republik IndonesiaTahu.n ~014 Nomor 2093); , . ( ;, 

14. :Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik tndonesia Nomor 
114 Tahu.n 2014 Tentang Pedoman Pembangu.nan Pesa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

15. Peratt.iran Menteri Desa, Pell)-bangunan Daerah Tertiltlggal 
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor l· Tahun :2015 
Tentang Pedoman Kewertangari Berdasarkan Hak:1 Asal Usu! 
dan Kewenarigan Lokal Berskala Desa ,- (Berita N~gara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); ' 

,16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinisgal, 
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun ~015 
Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanis:me Pengambilan 
Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Rep?,blik 

. Indonesia Tahurt 2015 Nomor 159); 
• 

17. Peraturan Menteri Desa," Pembangunan Daerah Tertin15gal, 
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 
Tentang Pendampingan Desa (:Serita Negara Rep-'6.blik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 160); . 

18. Peraturan: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 
Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan 
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Neigara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 

19. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomot 
128/PUU-XIII/2015. 

Dengan ·Perset~juan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KAUR 

dan 

BUPATIKAUR 

MEMU'rUSKAN : 

Meneta1kim : PERATURA?( DAERAH KABUPATEN KAUR TENTANG l>ESA. · 
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Dalam: Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ; 

1. : Pemerintahan Daerah . ~dalah Pemerirttah Daerah dan DPRD rang 
. m:enyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan t,iugas 

, I 

pembantuan dengan -prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem i dan 
prinsip NKRI sebagaimanA. dimaksud dl;llam Undang-Undang Dasar N~gara 

· Republik Indones~ Tahun 1945. . ' 
2 .. · Peme'rintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Pera4glcat 
. Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemeri:fitah }:jaerah. . · , 1 _ 

3. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkiat D~erah 
· Kabtipaten. , · 

4. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama [lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah : kesatuan ma:syarakat hukum [yang 
:memiliki batas wilayah yang berirenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingart masyarakat . setempat_ berdasf"kan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dialrui 
dan . dihormati dalani sistem Pemerintahan Negara Ke~a#ian Rep~blik 
Indonesia. · : 

5. Pemerintahan Desa adalah • penyelenggaraan urusa:n Pemerintahan; dan 
kepentingan masyarakat seteriipat · dalam sistem Pemerintahan N~gara 
· Kesatuan· Republik Indonesia. . 

· 6. · . Penierintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut ciengan nam~ lain 
dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan nJsa. · 
, , ' 

7. Baclan Permtisyawaratan Desa, selanjutnya di singkat BPD aclalah Lenibaga 
. • j 

permusyawaratan dan permufakatan yang berfungsi menampungj dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat. · 

8. . .. Kelurahan aclalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan. 
9. ·· Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang clibentuk oleh Pemerintah 

Desa berclasarkan usul clan prakarsa masyarakat sesuai clengan kebutiuhan 
dan merupakan mitra Pemerintah Desa. 

10. Lembaga Aclat adalah lerribaga yang telah tumbuh clan berkembang dalam 
sejarah masyarakat hukum aclat, berwenang untuk menata dan 
menyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat setempat. 

1 L Penataan D'.esa adalah pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan 
perubahan ktatus ser.ta penyesuaian kelurahan untuk mewi.tjudkan desa 
yang maju ctan mandiri. · '' 

12 .. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajibEin desa yang dapat dinilai 
~ertgan uang termasuk didalamnya: sega),a sesuatu baik bel7.lpa uang 
maupun berupa barang yang dapa,t dijadikan milik desa yang berhubungan 
dengan hak dan kewajiban desa. : 

13·_ .Bad.an Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah 
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa 
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang 
clipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk 
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa:. . 

14·. l?eraturan di · Desa adalah Peraturan yang rneliputi Peraturan Desa, 
Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. 
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15: . .Pemilihan Kepala Desa adala4 pelaksanaan kedaulatan rakyat di 'Ciesa 
·:', dala= rangka memilih. kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, 
· . ra.hasia, jujur dan adil. : 

16, Kepala desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewetjang, 
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakari rumah tangga· Desanya! dan 
m:elaksanakan tugas da:p Pemerintah dan Pemerintah Daerah. · 

17.· Keuangan Desa· adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai . . I dengan uang serta segala sesuatu berupa ua:ng dan . barang lfang 
J;ierhubungan dengan pelaksanaan.hak dan kewajiban Desa. ' 

18. );'engelolaan Keuangan D~sa adalah keseluruhan
1 

kegiatan yang meliputi 
· :r;ierencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, . dan 
· pertanggungjawaban keuangan desa. ~ 

19·. ·.~encana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat 
· RPJM Desa, adalah rencana Kegiatan Pembangunan Desa · um.tuk jangka . wakt:u 6 (enam) tahun. . 

2'0 •. Rencana Ke,rja Pemeril'ltah Desa, · selanjutnya disebut RKPDesa, a<;!alah 
. · penjabaran ; dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

-untulrjangka waktu 1 ·(satu) tah:un. 
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjµtnya disebut APB l:)esa, 

!kdalah rencEina keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
22. Dana Desa adalah dana yang betsumber dari Anggaran · Pendapatan dan 

Belanja• Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer m~lalui 
. ,, . Anggaran· Pendapatan clan' Belanja Daerah Kabupaten · · dan digtmjakan .. • ,/mtuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksapaan 

·peµibangunan, pembinaan ketnasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat. · 

23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya djsingkat ADD, adalah dana perimbangan 
· )'a.tlg diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 
Kabupaten setelah dikurangi De.ha Alokasi Khusus. 

24. Kelompok transfer adalah dana'yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten. 

·'. 25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau 
s·ebutan nama lain: yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
tnenyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. 

26. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa 
yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas des~. 

27. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui 
rekening kas desa. 

28. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan 
l;ielanja desa. 

29: De.fisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan 
7elanja desa. 

·30. ~isa Lebih P.erhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah 
s·elisih lebih: realisasi penerimaan dan pengeluaran Anggaran selama satu 
~eriode Anggaran. • . · · 

31. tset Desa a?alah barang milik desa yang berasa1' dari kekayaan asli :desa, 
c,libeli atau diperoleh atas beban ~ggaran Pendapatan clan Belanja ,Desa 
$-tau perolehan hak lainnya yang s~. · · 
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femoangunan Desa adalah upaya. peningkatan kualitas hidup · dan 
kehidupan untuk sebesar-be$arnya. kesejahteraan masyarakat Desa. i 
, . . : 

BAB II 
DESA 

Bagian Kesatu 
Pembentukan Desa 

Pasal2 

(1) Pem.erintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang 
bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. , . : 

(2) Pra:karsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
ditlsulkan oleh kementerian/lembaga pemerinU;l.h nonkementerian terka.i,'t. 

(3) .u~ prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud . paQl.a ayat (2) 
• :diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan uru.san pemerintahan di 

biaang pemerintahan dalam negeri. ' 

Pasal3 

Pemqentukan Desa sebagaimana dimaksud aa1am Pasal 2 dapat betupa : 
· a: pem,ekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih; 
b. pE;rtggabungan bagiari Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa 

ar:au penggabµngan beberapa :pesa mehjadi 1 (satu) Desa baru. 

Pasal 4 

,:Jl) Pemerintah c:l,'aerah Kabupaten dalam memprakarsai pembentukkan Desa, 
berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di 
wilayahnya. 

(2) PJmerintah Daerah Kabupaten da1am memprakarsai pembentukkan Desa 
I 

harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat 
istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan pqtensi 
desa. 

(3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan desa melalui pemekaran 
: ciesa sebagaimana ci4naksud dalam Pasal. 3 huruf a, wajib menyosialisasikan 
· rertcana pemekaran cl.esa kepada pemerintah desa induk dan masyaxakat 

desa yang bersangkutan. 

Pasal 5 
' . . 

(1) Rencana pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam 'Pasal 3 hurnf a 
' · dibahas oleh BPD induk dalam musyawarah desa untuk mendapatkan 

· kesepakatan. · · 

· (2f H~sil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana; climaksud pa.da ayat ( 1) 
dituangkan dalam keputusan BPD yang ditandktangani pimpinan' dan 
ari.ggota BPD dengan melampirkan berita acara kesep-akatan. : 

(3)' Berita acara kesepakatan sebagaimana · dimaksud pida aya~ (2) 
di'tandatangani kepala d~sa induk, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh · 
pendidikan, tokoh pemuda, toll'.oh wanita dan lembaga swadayll masyar~t. 

(4) H~il kesepakatan ~usyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ay~t (1) 
· menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati dalam melakukan 

pemekaran d~sa. · ' 

I. 
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(SJ ffa,sil kesep$tan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ay!l.t (4) 

di~ampaikan ~ecara tertulis kepada Bupati. 

Pasal6 

(1)-U:p.tuk menjacli bahan masukan dalam meu;µrukan pemekaran ,desa 
·sqbagaimana dimaksud dalam Pa~al 5 ayat (4), Bupati membentuk Tim 
J)'etnbentukan desa persiapan. · 
• I . 

(2) Ti,m kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
· K~putl,lsan Bupati. , . 

(3) Tiµi kajian pexnbentukan desa persiapan mempunyai tugas mela.k}lkan 
, verliika.si persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang--i.µidangan;yang 
· h~silii.ya dituangkan ke da]am bentuk rekom~dasi yang menyatakan 1$.yak-

tidaknya dibentuk desa persiapan. . 
(4) Dalam _hal · rekotnendasi sebagaiinana dimaksud pada ayat (3) tiinyatakan 

layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pej:nbentukan : desa 
p(?I"Siapan. 

Pasal 7 

. Desa' persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 . ayat (4) ql.apat 
dit;i:ngkatkan statusrtya menjadi desa dalam jangka waktu paling Jama 3 (tiga) 
tah.u-n sejak ditetapkan sebagai desa persiapan. . 

Pasal 8 

(1). Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disamp$.ikan 
kepada Gubemur untuk mendapatkan surat yang memuat kode register desa 
persiapan, yang merupakan bagian dari kode desa induknya. . . 

(2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi bupati untuk 
mengangkat penjabat kepala desa persiapan. · 

(3) Penjabat Kephla Desa sj':bagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari 
.uri:SUr Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Ka.bupaten untuk piasa 
jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 
(dµa) kali d.;µam masajabatan yang sama. , 

(4) Piinjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
b~rtanggungjawab kepada bupati melalui kepala desa induknya. 

(5) P<injabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai 
tqgas melaksanakan pembentukan desa persiapan meliputi : 
a:: penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis; 
b. pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari 

, APB Desa induk; 
: c.: pembentukan struktur organisasi; 

d,i pengartgkatan perangkat desa; 
e.. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa; 
f. : pembangunan sarana dan prasarana peruerintahan desa; 

· g.-. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventairisasi 
: pertanahan serta pengembangan saran.a ekonomi, pendidikan, dan 
·· kesehatan; dan 

. h., pembukaan akses perhubungan antar desa. 
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(6)-Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
penjabat kepala desa mengikutsertakan partisipai:ri masyara.kat dari unsur 
t9koh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pemudt:1., wanita; dan 
·1e:rnbaga swadaya masyarakat. 

Pasal 9 

(1) Ppnjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaks~aan 
desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Kepada Kiepala 

' ' . 
Desa induk dan Bupati melalui Camat secara berkala setiap 6 (enam) pulan 
s~kali untuk ~enjadi baha:n pertimbangan dan m~'?ukan bagi Bupati. : 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh E)upati ' . ' 
. ~ada Tim untuk dikaji dan diverit:'i,kasi. ~ . : 

(3) ~bila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud . pada ayr,t (2) 
. dµlyatakan desa persiapan layak menjadi desa, bupati menyusurl. ranc~gan 
·p~raturan Daerah tentang pembentukan desa persiapan menjadi desa tmtuk 

· dibahas bersa.Iha .dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; : 
(4},Apabila hasil kajian _dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada a.Yi:J.t (2) 

dinyatakan desa persiapan tidak layak menjadi desa, desa persiapan d~apus 
dan wilayahnya kembali ke desa induk. . : 

(5)· Penghapusan dan pengembalian,. desa persiapan ke desa ind~ sebag$ana 
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. ,: : 

(6) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksuci pada ayat (3) 
disetujui Dewan Perwakilaii Rakyat . Daerah, Bupati menyam~aikan 
rancangan Peraturan D_aerah kepada Gubernur untuk dievaluasi. ; 

PasallO 

(1) Gubemur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tdntang 
pmnbentukkan desa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah metjerima 

. _Rancangan Peraturan Daerah. ; 
(2) palam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) 

d;isetujui, bupati melakukan penyempumaan dan penetapan menjadi 
Peraturan Daerah dalamjangka waktu paling lama 20 (dua) puhih hari.: 

(3} Dalani. hal hasil evaluasi sebagaimana 'dimaksud dalam Pasal 9 ay.at (6) 
d;itblak, Rancangan Peraturan Daerah tidak dapat disahkan dan tidak:dapat 
diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (Ema) tahun setelah penolakan oleh 

J ~ 
Quben1ur. ' · 

(4) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan 
I -: 

. p:enolakkan terhadap ·rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud 
p~da ayat (2), Bupati dapat merigesahkan Rancangan Peraturan Daerah 
tetsebut serta Sekretaris Daerah mengundangkannya dalam lembaran 
ciaerah. 

(Sf ~alam hal Bupati tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah 
· disetujui. oleh Gubemur, Rancangan Peraturan Daerah dalam jangka waktu 

20 ·(dua) puluh hari setelah tanggal persetujuan Gubemur dinyatakan 
betlaku dengan sendirinya. 
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' Pasal 11 

(1) Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa diundangkan s()telah 

tti.endapat nomor registrasi dari Gubemur dan kode Desa dari .Menteri/yang 

menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam 

Negeri. . 

(2)·Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ai~~rtai lamjPiran 

. peta batas wilayah desa. ·, 

Pasal 12 

(l) .P,metapan nama desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalani Pasal 11 

bl:":raSal dari usulan masyarakat desa calon de"sa pemekaran: 

·(2) Usulan maSY,arakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibu3itkan 1alam 
· b¢rita acara yang ditandatangani kepala desa induk, pimpinan BPD induk, 

.t<}koh agama; tokoh masyarakat, tokoh pendid~, tokoh pemuda, wanita 

· · ·dim lemba:ga ,swadaya masyarakat calon desa pemdcaran. 
. _: l : , 

. Pa~ 13 

Peml:)entukan !>esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi 

syarla\-t: 
a. batas usia minimal desa 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan; 

b .. jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 4000 jiwa atau 800 kepala keluai,ga; 

c. . wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah; 

d.. sosial budaya yang dapat menciptalcan kerukunan hid up bermasyarakat 

sesuai adat istiadat setempat; 

e. niemiliki potensi desa yang 11)-eliputi sumber daya alam, sumber daya 

m!'ffiusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; 

f. . batas desa yang dinyatakan dalam bentuk · peta batas desa yang telah 

dp:etapkan da)aro Peraturan Bupati; 

g. tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik; 

h. tl,tsedianya sarana dan prasarana pemerintah desa; dan 

i. . tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi 

-p¢rangkat Pemerintah Desa. 

Pasall4 

Dalam wilayah desa dibentuk dusun yang disesuaikan dengan asal usul, adat 

istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. 

Bagian Kedua 
Penggabungan Desa 

Pasal 15. 

Ketentuan mengenai pembentukan desa melalui ,: pemekaran sebagaµnana 

dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal · i 4 berlak;u secara rriutatis 

mui:andis terhadap pembentukan desa tnelalui penggabungart bagian deJa dari 

2. (qua) atau lebih yang be~sanding m~njadi 1 (satu) desa baru. · · 

l. 



• 
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Pasal16 

(1)· Pembcntukan desa, melalui _penggabungan beberapa desa me.njadi. 1 ~atu) 
- desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hur,uf, b dilakµkan 

berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan. _ i _ 
(2) Kesepakatan desa sebagaimana .dimaksud p_ada ayat (1) dihasilkan m~lalui 

: mekanisme : ' 
a .. BPD yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah desa; 
-~-: hasil musyawarah desa dari setiap desa menjadi ballan kesepaJi:atan 

. penggabungan desa; . · 
.c., hasil kesepakatan musyawarah desa ditetapkan dalam keputiusan 

bersamaBPD 
d., keputusan bersama BPD ditandatanganip oleh para kepala desa 'yang 

, bersangkutan; dan 1 
e.. para kepala desa secara bersama-sama p.1engusulkan penggabungan: desa 

kepada bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan 
: kesepakatan bersama. · 

(3) Penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 

Bagian Ketiga 
' Penghapusan Desa 

'Pasal 17 

_(1) P~ghapusan:desa merupakan tindakan pencabutan status desa yang ada. 
(2)-D/;:sa yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

. dipat dihapus dan digabung dengan desa lainnya yang berdanipingan. 

Pasal 18 

(1)' Penghapusan desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program 
na-sional yang strategis atau karena bencana alam. 

-, ·(2) Penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang 
· -pemerintah. 

Bagiai:J. Keempat 
Perubahan Status Desa 

Pasal 19 

Perubahan status desa meliputi : 
a. Desa menjadi kelurahan; 
b. Kelurahan menjadi Desa; 
c. Desa adat menjadi Desa; dan 
d. Desa menjadi Desa adat. 

' 

·· Bagian Kelima 
Desa men,jadi Kelurahan 

Pasal 20 

: (1) n:esa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasar-kan prakarsa 
pemerintah ~esa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat 

'. 



'· 

· tokdh 'inasyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, pemuda, wanita, dan 1enii.baga mayarakat. 
(2} Ptcµ<:arsa sebagaimana dimaksud paqa ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang dituangkan ke dalam bentuk keputusan. (3) Keputusan hasil rilusyawarah se]?agaitnana dimaksud pada ayat . (2) diS/:IIllpaikan oleh kepala desa kepada bupati sebagai usulan perubapan suitus desa menjadi kelurahan. . · (4) Bupati me±nbentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala desa sebagairoana dimaksud pada ayat (3). 
(5) Hasil kajian dan verifikasi sebag~ana dimak:sud pada ayat (4) menjadi masµkan bagi bupati untuk menyetujui atau menolak usulan perubapan status desa menjadi kelurahan. · . . r • · (6) Dalam hal bupati menyetujui usulan seba.gaimana dimaksud pada ayat, (5), bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD u11tuk dibahas dan disetujui bersama. 

Pasal21 

Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam P~sal 20 hatus memperhatikan persyaratan seba.gai berikut : · a. lua:s wilayah tidak beruba.h; 
· b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seijibu) keP,ala keluarga; , 
c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintajhan kelµrahan; · · 

. d. potensi ekonomi · berupa jenis, jurolah usaha jasa dan produksi s;erta keanekaragaman mata pencaharian; 
-e. kondisi social budaya masyarakat berupa keanekaragaman status pendupuk dan perubah~ dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan f. mep:ingkatnya ~antitas dan kualitas pelayanan. 

Pasal 22 

(1) Kepa:la desa, Perangkat Desa dan anggota BPD dari deSa yang diu:bah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatan.nya dan diberikan penghargaan atau pesangon sesuai dengan kemampuan ketia:ngan daerah. 
(2) Pengisian jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan berasal dari pegawai . Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan. 

Pasal 23 

(1) Selin-uh qarang milik desa dan sumber-sumber pendapatan desa yang . beruhah menjadi kelurahan menjadi kekayaan pemerintah daerah. 
(2) Keka;yiµm desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat berdasarkan ketentuan p~turan perundang-undangan. 
(3} Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa mezijadi kelurahan dibl)l:)ankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. . I 



\ 

Bagian Keen~ 
Kelurahan menjadi Desa 

Pasal 24 

·(1) Perubahan status kelurahan menjadi desa hanya dapat dilakukan bagi 

k~lurahan yartg kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan. , 

·c2i- P~bahan si:!3-tus kelurahan menjadi desa sebagaimana climaksud pad~ ayat 

(1) dap~t seluhtlmya menjadi desa atau sebagian nienjadi desa dan seb~gian 

menjadi kelurahan. . 

(3) Petubahan Kelurahan menjadi desa sebagaimana climaksud pada ayat (1) 

dapat dilaksanakan berdasarkan . prakarsa masyarakat , dan mem~nuhi 

· karakteristik persyaratan . yang ditentukan p sesuai . ketentuan perafuran 

perundang-undangan. 

Bagian Ketajuh 
Perubahan Desa Aclat Menjadi Desa 

Pasa125 

(1) Status Desa ada.t dapat diubah menja.di Desa. 

(2) Penibahan status desa adat menjadi desa harus memenuhi syarat : 

. a., Luas wilayah tidak berubah; . . 

b .. jurnlah penduduk paling s<!:dikit 4.000 (empat ribu) jiwa, atau 800 k~pala 

: keluarga 
c .. ;sarana dan prasarana pemerintahiµi bagi terselenggarariya.pemerint!ahan 

·~~ ' 

· d. potensi ekonomi yang berkembang; 

e. kondisi social budaya masyarakat yang_ berkembang;dan 

f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan. 

(3) Perubahan status desa a4at menjadi desa dilakukan berdasarkan prakarsa 

Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan 

. niemperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa setempat, · yang 

dibahas dan disepakati dalam inusyawarah desa adat dan dituangkan 

'k$dalam benfuk keputusan. 

(4} K~utusan llasil muyawarah sebagairilana dt~aksud pada ayat (3) 

~samapa.ikazi oleh Kepala Desa adat kepada bupati sebagai usulan 

~rubahan st{l.tus desa adat menjadi desa. 

(5) Bupati membentuk Tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan 

ki;pala desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang menjadi 

· masUkkan· bagi bupati untuk me;nyetujui atau tidak menyetujui usulan 

pi,:rubahan status desa adat menjadi desa. 

(6) D;tlam hal bupati menyetujui usulan perubahan status desa adat menjadi 

desa, bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten 

ID;engenai rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status desa adat 

menjadi desa kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten untuk 

dibahas dan disetujui bersama; 

·(7) Apabila rancangan peraturan daerah seba.gaimana dimaksud pada ayat (6) 

~setujui bersama oleh bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah, bupati 

nienyampaikan rancangan peratura.n daerah :\{epada · gubernur untuk 

dievaluasi. 



; 
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Pasal26 

Ketentuan mengenai evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten 
peinbentukkan desa, pemberian nomor register, dan pemb~rian kode ;desa, 
betlaku secara mutatis mutan,disterhadap penetapan rancarigan perati,u-an 
daerah mengenai perubahan status desa ·adat menjadi desa, pemberian r:i.om_or 
register, dan pemberian kode desa. 

Bagian Kedelapnn 
Perubahan Status Desa meajadi De- Adat 

Pasal27 

; l ~ 

(1) P~erintah, Pemerintah Daerah Provirtsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten 
· de.pat mengubah status desa menjadi desa adat. · \ 
(2) :Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan inventarisasi Desa yang ada di ' . 

· wilayahnya yang telah mendapatkan kode desa. 
·(3)' Hhsn inventarisasi Desa dijadikari dasar oleh pemerintah .daerah untuk 

' · m·eneta.pkan desa dan desa adat yarig ada di wilayahnya. 
'(4) Dbsa dan desa adat sebagaimana dimaskud pada ayat (2) ditetapkan dengan 

'P6raturan Daerah Kabupaten. 

Pasal 28 

(1) Pc::netapan desa adat dilakukan dengan mekanisme : 
a.' pengidentifikasian Desa yang ada; dan. 
b.: pengkajian terhadap desa yang ada yang dapat ditetapkan menjadi desa 

· : adat. 

(2) P~ngidentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimkasud pada ayat (1) 

<lilakukan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten 
bersama majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis. 

(3) Bupati menetapkan desa adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan. hasil 
identifikasi dan kajian, yang dituangkan dalam rancangan peraturan daerah; 

(4) ~cangan Peraturan Daerah sebagaimana dimai:;kud pada ayat (3) telah 
disetujui bersama dalam rapat paripurn.a dewan perwakilan rakyat daerah 
kabupaten disampaikan kepada Guben1ur untuk mendapatkan nomor 
·register dan kepada Menteri untuk mendapatkan kode desa, untuk kemudian 
di.tetapkan menjadf Peraturan Daerah. · 

Pasal 29 

Ketdituan lebih Janjut mengenai penataan desa diatur dengan Peraturan Bupati 
: : . 
! 

., BAB III 
' . 

·KEWENANGAN DESA 

Pasal 30 

(l).Desa mempunyal kewenangan untuk mengatur dan tnengurus kepentingan 
-rriasyarakat berdasarkan hak asal usul; aq.at istiadat dari nil.ai-nilai kosial 
-budaya masyarakat dan melaksanakan bagian-bagian dari suatu urusan 
PC::merintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintahan Daerah. ' 



(~) Kewenangan desa meliputi : 
a: kewenangan berdasarkan hak asal usul; 
b; kewenangan lokal berskala desa; •. 
c,. kewenangan yang ditugaskan: oleh pemerintah, pemerintah·, provinsi,' atau 

pemerintah daerah; dan 
d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah propinsi, 

atau pemerintah daerah sesuai · dengan ketentuan perafuran perun/:iang~ 
' undangan. 

Pasal 31 

(1) :r<ewenangan desa bcirdasarkan hak asal usul sebagaimana di_maksud dalam 
· Pksal 30 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri 'atas : : · 
a, sistem organisasi masyarakat adat; 
b: pembjnaan .kelembagaan masyarakat; 
c. periJ.binaan lembaga dan hukum adat; 
d. pengelolaan tanah kas Desa; dan 
e. pengembangan peran masyarakat Desa. 

(2) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 
(2) huruf b pilling sedikit terdiri atas kewenangan : 
a; pengelolruln tambatan perahu; 
b; pengelolaan pasar Desa; 
c; pengelolaan tempat pemandian umum; 

· d: pengelolaan jaringan i.rigasi; 
e, · pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; 

. f.; pembinaan kesehatan masyatakat . dan pengelolaan pbs pelayanan 
terpadu; 

·g; pengembangan dan pernbinaan sanggar seni dan belajar; 
· h. pengelo1aan perpustakaan Desa dan tarnan bacaan; 

i., pengelol~ embung Desa; 
j,: pengelolaan air minurn berskala Desa; dan 
k: pernbuatan jalan Desa antarpertnukiman ke wilayah pertania:n. 

(3JS:elain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ay-i3-t (2) 
~enteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pi::rnerintahan dalam negeri menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai. 
dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. 

Pasal 32 

Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal ui,ul oleh desa adat paling 
sedikii.t mernuat : · · 

a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat; 
b. ptanata hukum adat; 
c. pemilikan hak tradisional; 

· d. pengelolaan tanah kas desa adat; 
e. pengelolaan tanah ulayat; 

· f. kt;sepakan da1am kehidupan rnasyarakat desa adat; · 
• g: , pengisian jabiitan kepala desa adat dan perangkat desa adat; dan. 

h. masajabatan:.kepal?, desa adat. · ' 
f ' 



' Pasal 33 
' 

(l)_Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan 
d~sa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan ,desa, 
dan pemberdayaan masyarakat desa berlaku secara mutatis mutandis 

·. terhadap fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa adat, 
pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa 
adat, dap. pemberdayaan masyarakat desa adat. 

(2) Dalam menyelenggarakan hak asal usu! sebagaimana dimaksud dalam ,Pasal 
·32 serta fungsi dan kewenangan_ pemei:intahan sebagaima.n;a dimaksud, pada 

·.ayat (1), desa ·adat membentuk'keletnbagaan yang mewadahi kedua ~ungsi 
·tersebut. . . . . . 

{3}Dalam melaksanakan. fung~i dan 'kewenangan ·pemerintahan sebagaiinana 
. -dimaksud pada ayat (1), kepala desa adat dapat mendelegasika:n J4ewenangan 

' ' -p~laksanaannya kepada perangkat desa adat. · , 

Pasal34 

-(lJ Pi,menntah Daerah melakukan identif'lkasi dart ipventarisasi kewenE1-Dgan 
· _berdasarkan hak asal usu! dan kewenangan lokal bc,:rskala desa sebagaipiana 

dimaksud.dalam Pasal 32 dengan melibatkan desa. ' : 
(2) B~rdasarkan hasil identifikasi dan inverttarisasi sebagaimana dimaksuc!j pada 

.ayat (1), bupati menetapkan peraturan Bupati tentang daftar keweniµigan 
berdasarlren hale· asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ~esuai 
d~ngan ketentuan peraturan perundang-undangan. i 

(3) P\tr8-turan Bqpati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjutj oleh 
pemerintah qesa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan 
br::tdasarkan hale asal usu! dan kewenangan lokal berskala desa seuai d¢ngan 
situasi, kondisi, dan kebutuhan Iokal. 

! 

Pa.~35 

Dalmn melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3G ayat 
(2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang0 undanganl 

Pasal 36 

·Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa dapat diatur 
· dengi#i Peraturan Bupati. 

BAB IV 
PEMILIHAN KEPALA DESA 

Bagian Kesatu 
Ketentuan 

Pasal 37 

Pe:tnil!ihan Kepala Desa dilakukan secara serentak bergerombang paling banyak 3 
(tiga)' kali dalam 6 (enam) tahun, dengan intenral waktu paling lama 2 (dua) tahun. 



• 
Pasal38 

Pemi).i.han Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
dilak$'Sllaka:n pa~a hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten. 

Pasal 39 

F'emilihan Kepal!i Desa bergelombang, sebagaimana dimaksud pada pasal 38 
dila.kukan dengan mempertimbangkan : 
a. pengelompokkan waktu berakhirnya: masa jabatan Kepala Desa; 
b. k~ampuan keuangan daerah; 
c. kqtersediaan PN$ dilingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan 

se:bagai Penjabat Kepala Desa. 

Pasal40 

(1) Bµpati membentuk panitia·pemilihan di Kabupaten dan Kecamatan. 
(2) Pii.n:itia pemilihan di Kabupaten sebagaimana cfunaksud pada ayat (1) 

m;ernpunyai tugas meliputi: 
-a.: merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua 

; tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten; 
b.: melakukan bimbingan tekli.is pelaksanaan pemilihart kep~a desa terhadap 

· panitia pemilihan kepala desa tingkat desa; 
c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;· 
d._ memfasilitasi pencetakan surat liUara dan pembuatan kotak suara' serta 

' perlengkapan pemilihan lainnya; 
e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemiilihan 

· lainnya kepada panitia penlilihan; 
f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan. pemilihan kepala desa ti:ngkat 

· kabupaten; 
g._ melakukan evaluasi dan pelaporari pelaksanaan pemilihan; dan 

· h.' melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan 
J keputusan'Bupati. 

(3) Panitia pernilihah di Kecamatan sebagaimana cfunaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas meliputi: 
,a.; merencanajcan, mengkoordinasikan dan menyelenggaral{an semua 

: tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat k;ecamatan; 
b., melakukan bimbirtgan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap 

: panitia penlilihan kepala desa tingkat desa; 
c. 1 memfasilitasi pendistribusian logistik Pemilihan Kepala Desa; 

' ·· · d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat 
kabupaten; 

·e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksa.naan pemi!ihan; dan 
• f. · melaksanakan 'tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan 
· I keputusan Bupati. 



\ . ,-
Bagian Kedua 
Pelaksanaan 

Pasal41 

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan. melalui tahapan: 
a. persiapan; 

b. pen:calonan; 

c. pemungutan suara; dan 

d. penetapa:n. 

Bagian Ketiga p 

Persiapan 

Pasal 42 

Pei'siapan pemilihan di Desa sebagaii:nana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, 
terdifi_ atas kegiatan: 
a. p·emberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa 

tentang akhir masa jabatan yang disatnpaikan 6 (enam) bulan sebelum 
berakhir masajabatan; 

b. pembentukan panitia :pemilihan kepala Desa oleh Badan 
Pennusyawaratan Desa ditetapkan dalarn jangka waktu 10 (sepuluh) 
Harl setelah pemberitahuan akhir masajabatan; 

c.. l~poran akhir masa jabatan kepala D'esa Kepada Bupati disamp.aikan 
dafam japgka waktu 30 (tiga puluh) Harl setelah pemberitahuan akhir 
masa jabatan; 

d. perencanaan biaya pemilihan diajukan 
melalui Camat dalam jangka waktu 30 

· terbentulmya panitia pemilihan; dan 

oleh panitia kepada 
(tiga puluh) Hari 

Bupati 
setelah 

e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka 
. puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia. 

waktu 30 (tiga 

Pasal 43 

Pem.bentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 42 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati nielalui 

•. .1 ca.mat. · 

Pasal44 

·Pa:nitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas: 
a .. mei-encanakan, mengkoordinasikap., ·mcnyelenggarakan, ~¢ngawasf da.n 

· menger,rlalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan; 
b. ttrerencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati. nielalui 

ClµJlat; 
c. II),elakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; 
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan ,bakal calon; 
e. i:ri:enetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan; 
f. II).ehetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; 
g. ·menetapkan tata cara pelaksan~ kampanye; 

' . 



h. :zhemfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempa:t pemungutan 
luara; 

i. melaksanakan pemungutan suai-a; , ., . 
j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengu_mumkari hasll 

penillihan; 
k. menetapkan calon. Kepala Desa terpilih; dan 
1. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. 

Bagian Keempat 
Penetapan Pemilih 

Pasal45 

-
(1) .Pemilih yang mengguna:kan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih. 

. . I 
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: 

. a. 
' 

penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades ~udah 
berumur i 7 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan 
sebagai pemilih . 

. b, nyata-nyata tidak sedang terganggujiwa/ingatannya; 
! . . 

· c1 tidak sedang dicabut hak pilihny-a berda.sarkan putusan pengadil~ yang 
· 1 telah ·memperoleh kekuatan hulrum tetap; dan 

' . 
d[ ·be:rdomisili di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 \enam) 

' bulan ·sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibukti,kan 
dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk. 

(3) P~ yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak la.gi 
111,emenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ·tidak · dapat 
n\:enggunakan hak ~emilih. 

i ' 

Pasal 46 

(1) ~a:ftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa. 

(2) .Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena: 

.a, memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan ~ggal 
pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; 

b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menika.Iii.; 

.c. telah meninggal dunia; · 

d, pindah domisili ke desa lain; atau 

e; belum terdaftar. 

(3)_Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia 
pernilihan m~nyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara. 

Pasal47 
' ' 

(1) Daftar pemillh sementara sebag~ana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), 
diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau 
masyarakat. 
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(2) J~gka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sela.ma 3 
(tiga) hari. 

Pasal 48 

(1) :O~am jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), pemilih 
atjiu anggota. keluarga dap~t mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan 
•n~ dan/ atau identitas lainnya. 

' . 
(2) S~lain usu! perbaikan sebagaim/ma dimaksud pada ayat (1),. pemilih, atau 

·~ggota. keluarga dapat memberikan •informasi yang meliputi: 

a. '. pemilih yang terdafta.r sudah meninggal dunia; 

b.: pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut; 

c .. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; ata.u 

d. pemilih yang sudah terdaftar teta:pi sudah tidak memenuhi ·syarat sebagai 
• pemilih. 

(3) Apabila usu! perbaikan dan informasi. sebagaimana dirnaksud pada ayjat (1) 
dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan pe;rbaikan daftar 
pemilih sementa.ra. 

Pasal49 

(1) Pemilih yan~. belum. terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia 
' Pemilihan Kepala Desa. · 

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1): didaftar sebagai pemilih 
·tambahan. 

. . 
(3) Pencatatan data pemilih ta.mbahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari. 

Pasal 50 

(1) l)'aftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat­
tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat, 

(2) J~gka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dim?,ksud 
pa:da ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya 
jangka waktu penyusunan tambahan. 

Pasal 51 

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara 
yai.1:g sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap. 

Pa.sal 52 

(1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, diumumkan di 
tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat. 

(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhimya jangka waktu 
pi.:nyusunan daftar pemilih tetap. 
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Pasal53 
. . 

Untulc keperluari pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun s.alinan daftar 
perriilih tetap unfuk TPS. 

Pasa154 

.Rekapitulasi jtimlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan 
kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan. 

.pasa155 

Daftar pemilih tetap yang suq.ah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat 
diub'ah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan 
mem~ubuhkan catatan dalam daftar pemilih tete.p pada kolom

1 
keter4I1gan 

me~ggal dunia. · 

I• Bagian Kelima 
Pencalonan 

Pasal 56 

Calon Kepala Oesa wajib memenuhi persyaratan: 
a. warga negara republik indonesia; 
b. bertakwa kepada tuhan yang inaha esa; 
c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan unp.ang­

u:ridang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta rnempertah<!llkan 
den memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhiiii.neka 

tunggal ika; 
d. -b~rpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau 

sederajat; 
e. b~rusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat rnendaftar; 
f. bersedia dicalbnkan menjadi kepala desa; . 
g. tidak sedang inenjalani hukuman pidana penjara; 

h. tiq;ak pemah :dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 
ya\n:g diancam dengan pidana penjar~ paling singkat 5 (lima) tahun a tau !Iebih, 
kdcuali 5 _(lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara, dan 
mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa . yang 
·bersangkutan pernah dipidan~ serta bukan sebagai pelaku kejallatan 
berulang-u1ang; 

i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan' yang 
te~ah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

j. b~rbadan sehat; 
·k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selarna 3 (tiga) kali masajabatan; dan. 
1. ·surat keterangan tes urine narkoba dari Rumah Sakit Umum. · 
m. membuat pernyataan fakta integiras narkoba. 

Bagian Keenam 
Penelitian Calon, Penetapan clan Pengumuman Calon 

Pasal57 



\ ~,, 
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(1) P:mitia pemilihan melakukan penelitian terhadap ·persyarataA bakal talon 

. m:eliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi p~ncalonar:. 

(2) Penelitian kelengkapan d¥1 keabsahan administrasi s~bagaim~a dim~sud 

pE!.da ayat (1) disertai . klarifikasi pada instansi yang berwenang /yang 

dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwena.ng. ; · ! 

(3) Plµl.itia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimajksud 

• pa:da ayat {l), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan; · 
, r • 

(4) M~sukan ma~yarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses 

d~ ditindak lanjuti panitia pemilihan. 

Pasal58 

I 

(1) D~am hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana 

di.inaksud. dalam Pasal 56 berjumlal:1 paling sedikit 2 (dua) orang dan paling 

banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon 
' ' 

k~pala desa menjadi calon Kepala Desa. 

{2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diu::mumkan kepada masyarakat. 

Pasal 59 

(1) Dalam hal bakal calon yang tnemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 56 kurang dari 2' (dua) orang, panitia pemilihan mernperpanjang 

waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari. 

(2) Dalam hal bakal calon yang rnernenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) 

·orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai 

dengan waktu yang ditetapkan kemudian. 

(3) Apabila dalam ten~ang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa 

ja:batan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari 

Pegawai Negeri S_ipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten. 

Pasal60 

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
, . 

· Pas-al 56 lebih cl¢ 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dyngan 

menggunakan J.q-iteria pengalamart bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat 

pendidikan, dan usia ditetapkan sebagai calon. 

Pasal 61 

! . ' . . 

(1) Penetapan calon kepala desa disertai. dengan penentuan noni.6r urut melalui 

"u~dian secara terbuka oleh Panitia ~emilihan. · ' 
• : • £ 

(2) Undian nomor urut calon sebagaimana diII1aksud pada ayat (1), dihadiri oleh 

para calon. 

(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusuri dalam daftar 

·ciuon dan dituangkan dalarn ber~ta acara penetapan calon Kepa:la Desa. 



,, 
(4) Panitia pemilihan mengumumkaD. melalui media masa dan/ at_au p;3-pan 

pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 
(tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan. 

(5) Pengumumari seb~gairoana diroaksud pada ayat (4) bersifat final dan 
mengikat. 

Bagian Ketujuh 
Kampanye 

Pasal 62 

(1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan ;kondisi sosial 
·budaya masyarakat Desa. • 

(2) ·Pelaksanaan kampanye sebagairoarta diroaksud pada ayat (1) ctiuam jangka 
Waktu 3 (tiga) hari sebelum diroulainya masa tenang. . / . 

(3) K!llllpanye sebagairoana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip 
jlijur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab. 

Pasal63 

(1) ~panye sebagairoana diroaksud.dalam pasal 62 a:yat (1) memuat visi dan 
n,nsi bila terpilih sebaga.i kepala des'a. · 

(2J Visi sebagaimana diroaksud pada ayat {l) merupakan keinginan yang ingin 
. diwujudkan dalarojangka waktu masa jabatan kepala desa. 

(3)"° :fyl:isi sebagairoana diroaksud pada ayat (1) berisi program yang akan 
ciilaksanakan dalaro rangka mewujudkan visi. 

Pasal 64 
•. 

Kampanye sebagairoana diroaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dapat dilaksanakan 
melalui: 
a. pertemuan terbatas; 
b. tatap muka 
C. dialog; 
d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; 
·e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang 

ditentukan oleh panitia pemilihan; dan 
f. k~atan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. 

Pasal 65 

(l} pelaksan~ kampanye dilarang: 
a.· mempersealkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang 

· Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara 
Kesatuan:'Republik Indonesia; 

b. melakukan kegiatan yang mei,nbahayakan keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.; 

c. menghina seseorang, agama, sµku, ras, golongan, calon dan/ atau Calon 
yang lain; 

d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat; 



., 
e_, mengganggu ketertiban umum; 
. f-1 mepgancam untuk melakukan kekerasan 

penggunaan kekerasan kepada seseorang, 
rnasyarakat, dan/ atau Calon yang lain; 

atau menganjurkan 
sekelompok alljggota 

g1 merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon; 

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat 
pendidikan; 

' i.1 membawa atau menggunakan gambar dan/ atau atribut: Calon lain selain 
dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; d~ . 

. j.;, menjanjikail atau memberikan uang atau materi lainn:v,a kepada p~serta 
· : Kanipanye. ~ 

(2). '.Pelaksana. Kampany., dalam kegiatan Kampanye dilarang menl5ik\1tse~: 
a'. kepala desa; 
h!. peri!ngkat desa; 
c: anggota badan permusyaratan desa. 

Pasal66 

Pe~sana kampanye yang melanggar · larangan kampanye sebagaijmana 
clim$gud dalani. Pasal 65 ayat (1) dikenai sanksi: 

I • { . 

a. P:erlngatan .tertulis apabila' pelaksana Kampanye. melartggar lar1;1ngan 
~alaupun belum terjadi gangguan; dan 

b .. · penghentian · kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau_ di 
suatu wilaya.h yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap kear.\lanan 

. ' i;ang berpotensi menyebar ke wilaya.h lain. 

Pasal 67 

(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemu~gutan 
suara. 

(2) H;ari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana di.maksud pada ayat (1) 
clitetapkan oleh Bupati. 

Bagian Kedelapan 
Pemungutan dan Penghitungan Suara 

Pasal 68 

(1) P~mungutan suara sebagaimana dimaksud daiam Pasal 62 ayat (2), 
d.ilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, 
~o, dan nama calon. 

(2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
clilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara. 

Pasal 69 

,., 



. \ ~ : . . 

Penga:daan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, 
keletligkapan_ perhlatan lain s~rta pendistribusiannya diatt.u- lepih lanjut dalam. 
Peraturan 

Pasal70 

(1) Jumlah pemilih di,TPS ditentukan panitia pemilihan. . . 
(2) TP"S sebagaiman,a. dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat 

yang mudah dijangkau, ,tennasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin 
· ·setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, be bas, 
rahasia, jujur, dan adil. 

(3) , r,'.miJah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan. 

Pasal 71 

,at 
:at 

.1at 

.1at 

:egi 

\ llat 
· (1) Pemilih tunanei:ra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fi:sik lain 

·pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau 
·.- orang lain atas _permintaan pemilih. 

(2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana 
d:imaksud pada ayat · (2), wajib merahaslakan pilihan pemilih yang 
bc;:rsangkutan. 

Pasal 72 

Pemilih yang menjalani rawat inap di ruma.h sakit atau sejenisnya, yang sedang 
menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat 6nggal 
tetap; yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain 
memberikan suara di TPS khusus. 

Pasal73 

(1) Sebelum melhl<:sanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan 
kegiatan: 

· a: pembukaan kotak suara; 

b. pengeluaran seluruh isi kotak suara; 

c.: pengidentifi.kasian jenis dokumen dan peralatan; dan 

d._ penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. 

, (2) · Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dihadiri oleh 
·· · saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat. 

(3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita 
.,acara yang ditandatangani oleh. Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 

• I 

(dua) anggota panitia serta dapat·ditandatangani oleh saksi dari calon. 

Pasal 74 

(1) ·setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam· Pasal 73 ayat (1), 

panitia me:tnberikan penjelasan mengenai ta.ta cara pemungutan suara. 
.(2) t>alarn pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat ·(1), pemilih diberi 

kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilihi. 
(3} Apabila menerima surat suara yang temyata rusak, pemilih dapat meminta 

surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat 
suara pengganti hanya satu kali. · 

.ara 

( 1), 

ftar 

ttau 

dan 
:ileh 

: (3), 
dan 

gan1 
,erta 

.1ara 
rang 
Lplar 

' (6), 
:i. ke 

1ara, 
uara 
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(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan sua:ra, ·. pemilih ;<fapat 

meminta surat suara · pengganti kepada panitia; panitia memberikan 'surat 

suara pengganti hanya satu kali. 

Pasal75 

suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila: 

a. surat suara dita:n.datangani oleh ketua panitia; dan 

b .. tanda coblos-,hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat 
. ' . 

·satu calon; atau 
c. ~da coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat 

nomor, foto dan nama calon yang telal'l ditentukan; atau 

d .. tanda coblos lebih dari. satu, tetapi. masih qi dalam salah satu kotaj<: segi 

ezµpat yang memuat nomor, foto, dah nama calon; atau 

e. -tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yalng memuat 

ncnpor, foto, dan nama calon. 

Pasal 76 

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara 

berakhir. 
(2)_.Sebelum penghitungan ;uara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

panitia pemilihan menghitung: 
a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar 

pemilih tetap untuk TPS; 
b. jumlah pemilih dari TPS lain; 
c·. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan 

d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau 

keliru dicoblos. 
• (3) Penghitungan suara sebagaimana dirnaksud pad~ ayat (2), dilakukan dan 

selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh 

saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat. 

(4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada a:rat (3), 

harus membawa surat. mandat dari calon yang bersangkutari dan 

menyer~nya_ kepada Ketua panitia. 

(5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara :rang ditandatangani 

oJeh ketua <;lan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia; serta 

qapat ditandatangani oleh saksi calon. 

(6) Ranitia memberikan salinan Bt;rita Acara hasil penghitunga.n suara 

sebagaimana dun.aksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calo:p. yang 

· hadir sebanyak 1 (satu) eksemplEi.r dan menempelkan 1 (satu) eksemplar 

s_ertifika.t hasil penghitungan suara.:di tempa.t umum. 

(7) Berita acara. beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ay,at (6), 

ditnasukka.n· dalam sampul khusus yang disediakan da.n dimas~ ke 

qalam kotak suara yang pada. bagian luar ditempel label atau segel. 

(8) P;anitia menyerahkan berita acara hasil penghitunga.n suara,- surat suara, 

dan alat kelengkapan a~istrasi pemungutan dan penghitungan. suara 

k:epada BPD segera setelah selesai penghitungan suara. : 

Pasal 77 



' (1) CaJon Kepala Desa yang niemperoleh suara terbanyak dari jurillah suara sah 
~tetapkari sebagai calon Kepala Desa terpilih. 

(2) Dalam hal jumlah · calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara 
· terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa derigan TPs: lebih 

dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada 
TPS dengan jumlah pemilih terbanyak. · · · 

(3) :palam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang 
sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya I (satu), calon 
t~ilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah 
petnilih terbesar. 

' (4) Dalam hal penetapan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah 
L •. • 

~milih ter~.sar sebagaimana dimaksud pada,ayat (3) tidak dapat dilakukan, 
P/illltia segeia melaksanakan pemilihan u1ang terhadap calon terpilihi yang 
melnperoleh ~uara terbanyak yang sama. ·· I 

(5) P,elaksanaan;Pemilihan ·u1ang sebagaimana dimaksud pada af'at (4) unp.ik di 
kpordinasikan kepada'panitia Kec~atan dart Ka.b.upaten. ' 

Pasal78 
: 

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan · suara di TPS, disimwan di 
kantbr desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya. 

Bagian Kesembilan 
Penetapan 

Pasal79 

(1) Paru.tia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan 
Kepala Desa kepada BPD. 

(2} ~PD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa. sebagaimana 
, ciimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa · terpilih 
berdasarkan suara te.rbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan 

, :tembusan kepada Kepala Desa. 

(3) Supati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan 
· :&:eputusan Bupati. 

Bagian Kesepuluh 
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat 

Pasal 80 

(1) Kepala Desa;yang akan mencalonkan diri kembali ,diberi cuti sejak ditetapkan 
~ebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan pertetapan calon 
terpilih. 

(2)· Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh camat berdasarkan 
. :t,ermohonan dari kepala desa yang mencalonkan diri kembali. 

(3)_ ~elama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang 
:iµenggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon 

: ~epala Desa. 



. 
• 
' 

' ,,; 

(4) D8:fam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris 
Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa. 

Pasal 81 

(1). Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi 
· cU1i terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala 
Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan ;rienetapan calon terpilih. 

(2) 'l'Ugas perangkat Desa sebagaimana diil_laksud pada ayat (1) dirangkap oleh 
Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

i 

Bagian Kesebelas 
Calon Kepala Desa dari PNS 

Pasal 82 

(1) _Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihart I<:epala :Desa 
. "harus mendapatkan izin tertulis .dari pejabat pembina kepegawaian. 

(2) Dalam hal p~gawai _negeri sipil sebegaimana dimak.,.ud pada ayat (1) t~rpilih 
·dan cliangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibeb,!lskan 
scmentara dari Jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehil~gan 

' . 
hak sebagai pegawai negeri sipil. 

(3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala . Desa 
. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala 
Desa. dan penghasilan lainnya yang sah. · · 

Bagian Ke Dua Belas 
Pembiayaan 

Pasal 83 

(1) B'iaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten. 

(2) Ilana bantuan dari Angaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan 
pada pelaksanaan pemungutan suara. 

Bagian Ke Tiga Belas 
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu 

Pasal 84 

Musyawarah desa yang di~elenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan 
kepala. desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) 
·bu.Ian terhitung/sejak kepala desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai 
berikut: 

a. ·s~belum pel)'.yelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan. yang 
ttjeliputi : 

'' 



. 
' 

I • 

I 

\ ,,. ·. 

1.' p·emben~ panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling 

: lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung ~ejak Kepala1Desa 

diberhentikan; . , 

2.; pengajuan biaya pemilihan denga'n beban APB Desa oleh PaI¥tia pem{lihan 

· kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam janga waktu 3d. (tiga 

puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk; ' 

3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa Ji>aling 

. lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan 

oleh panitia pemilihan; 
4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa· oleh panitia 

pemilihan dalamjangka waktu 15 (lima belas) hari; 

-5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia 

· pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hart; dan . . 

6.i penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemnyian paling 

. ,· sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon: yang 

: dinrintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon 

' yang berhak dipilih dalam musyawarah desa. 

b .. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan : 

1. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD yang tekbnis 

· pelaksanaan pemilihannya dilakukan ole;h panitia pemilihan; 

· 2. · pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desE 

_ melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara; 

3., pelaksanaan pemilihan. calon kepala desa oleh panitia pemilihan melalu 

. mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yan1 

· : telah disepakati oleh musyawarah desa; _ 

4; pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepad1 

: musyawarhli desa; · 

5; pengesahah calon terpilih oleh musyawarah des\3.:; 

-6; pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepad: 

: BPD dalam jangka waktu 7 :(tujuh) hari setelah rnusyawarah des 

_ mengesahkan calon kepala desa ~erpilih; 

7. pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketu 

· BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima lapora: ~ 

dari panitia pemilihan; 

8. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calo •• 

kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterunany 

laporan dari BPD; dan a 

.9. pelantikan kepala desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hatj seja a 

diterbitkannya keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala de~ II 

terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentua 

pera:turan perundang-undangan. 
r 

.G 

1: 
:r 

r 

(\) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala, De: u 
' terpilih. 

} 

Pasal 85 

(2) Serah terima jabatan sebagaimana din1aksµd p~da ayat (lJ dilaks~aki 

dengan penandatanganan berita acara serah terimajabatan.. l< 

.e 



1. 

' 

(3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebaganpana 

'dirnaksud ? pada ayat (2) dilaksanakan · pada Acara. pengampilan 

sumpah/janji clan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah 

,penyemata.4 tanda jabatan bersamaan dengan m~nyerahkaiti memori 11erah 

terimajabapm. . i 
(4),Memori serah terima jabatan seb~aimana dimaksud pada ~yat (3) terc!iri, 

atas: ' · · 

a. Pendahuluan 
b. Monografi. Desa 
. c. Pelaksanaan program kerja tahun laiu 

Rencana program yang akan datang . d. 
e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, 

kegiatan setahun terakhir. 
'f. Hambatan yang dihadapi. . 
g. Daftar inventarisasi clan ke~ayaan desa. 

Pasal 86 

dan I rencana 

Keterituan lebih lanjut m,:ingenai pemilihan kepala desa diatur dengan peraturan 

bupa:ti. i 

l 

BABV 
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 

Bagian Kesatu . 

Masa Jabatan Kepala Desa 

Pasal 87 

(1) Kepala Desa·· memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak 

tanggal pelanbkan. . ,. g 
(2) Kepala Desa;sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dapat menjabat paling 

lama 3 (tigaJ kali .masa jabatan ~ecara berturut0 turut atau tidak secara , 
• . ! ; . =>, 

berturut-turut. ·. · 

·:(3) Ketentuan periodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) · , _, .a 

tennasuk masajabatan kepala desa yang dipilih melalui musyawarah d~sa. .a • 

. (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabat.jmnya n · 

ata.u diberhentikan, kepala desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode 

masajabatan. 

Bagian Kedua 
Laporan Kepala Desa 

.La 
b 
m 

ul 

Pasal 88 tli , 
' ./ LiI ' 

Dalam melaksana:kan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepal.:!- dese ; 

wajib: · : . 1 
.· lC; 
l 

.s: 



. . ~ 'J 

• a. Menyampaika.n Iapo_ran penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir 

tahun anggaran kepada bupati; 

b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.pada akh.ir masa ;a, 

jabatan kepad.a bupati; · . an 

c. Menymnpaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara 

tertulis kepada badan pe=usyawaratan desa setiap tahun anggaran. ra1 

Pasal89. 

(1) Lapa.an penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana, dimaksud dalam 

· .Pasal 88 hurµf a disam.paikan kepada bupati melalui camat paling lam!bat 3 

· {tiga} bulaI1 s~telah berakhirnya tahun angaran. 

(2) Lbporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimanii. dimaksud pada 

ayat (1) paling sedikit memuat : • 

a; Pertangguhgjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa; 

. b! Pertanggungjawabail pelaksan~ pembangunaI1; 

c. Pelaksanaan pembina= kemasyarakatan; dan 

. d: Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. ., . 

· (3) Laporan penyelenggaraail penierintahan desa sebagaimana dimaksud pada 

·ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupa.ti ·,• untuk dasar 

pembinaan clan pengawasan. . 

Pasal90 

~se 
(2 
nh 

(1) Kepala desa wajib inenyampaikan laporan penyelenggaraan pemerin'tahan ga 

desa pada akhir masa jabatan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 88 ihuruf 

b. kepada bupati melalui camat .. 

(2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud! pada 

ayat (1) disampaikan dalam jartgka waktu 5 (lima) bulan sebelum 

. berakhirnya masa jabatan. , 

(3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. sebagaimana dirnaksud pada 

ayat (1) paling sedikit memuat: ' 

.· a. ringkasan laporan tahun-tahaun sebelumnya; . 

b; rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu untuk 

5 (lima) bulan sisa masa jabatan; 1ir 

. c. hasil yang dicapai da:n yang belum dicapai; dan 

d. ha! yang dianggap perlu perbaikan. Jn 

(4),<:~aksanaan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan desa ·sebagaimana 

d;imaksud pa,da ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati ,ac 

dalam memofi serah terima jabatan. la1 

,;. 
.:u 

Pasal91 

' 
(1) ~epala deJa menyampail.:an ; laporan keterangan penyelenggaraan )al 

al1 
. pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c setiai: 

akhir tahun anggaran kepada badan permusyawaratan desa secara tertulfa .<U 

~aling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. lili 

(2) ½aporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagairoan;; ib. 

~imaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa. kl 

(3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimanc 

· dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh badan permusyaw'aratan desa dalan: lS1 

· mell;lksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa. iti 



' . 

\ 

Pasal 92 
I 

Kepa:la desa menginfonnasifu seca.ra tertulis dan dengan media informasi yang 
mud.ah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahari desa 
kepada masyarakat desa. · · 

Pasal93 

Kete]iltuan lebih lanjut · mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 
diati:tr dalam Peraturan Bupati. ' 

' 
Bagian Ketiga 

Pemberhentian Kepala Desa ' 

(l)·Kepala Desa berhenti kare:aa: 
. a!. meninggal dunia; 

b. permintaa':n sendiri; atau 
c'. diberhentlkan. ' . 

Pasal 94 \ ,,,.--
" 

(2) Kepala Desai' diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
· karena: ' 

a;. berakhirnya mai:;ajabatannya; ' 
b. tidak dapat melaksanakan tuga,\, secara berkelanjutan ·a.tau berhalangan 

' tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; 
c; tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa; 

· <1;. melanggar larangan sebagai kepala desa; 
. e; adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) 

desa a.tau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, a.tau penghapusan desa; 
f, . tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; atau 
g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukt.ur.\ tetap. 
(3J Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD 

melaporkan kepada bupati melalui ca.mat. 
(4) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya 
(SJ ~emberhentian kepala desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 95 

Dalam hal sisa, masa jabatan kepala desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) 
tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (1) 
4uruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf 
g, bupati menga.ngkat pegawai negeri sipil lingkup kecamatan sebagai penjabat 
kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru. 

Pasal 96 

' 
Dalam hal sisa hiasajabatan kepala desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun 
karena diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasai 94 ayat (1) huruf a dan 
huruf b se~ ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati 
met):gangkat pegawai negeri sipil lingkup kecamatan sebagai penjabat kepala 
desa S1'Ullpai terpilihnya kepala desa yang baru melalui hasil musyawarah :desa. 



. ' 
Pasal 97 

·(l) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala idesa, 

. kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan : dan 

selanjutnya-bupati mengangkat penjabat kepala desa. · 

(2)' Bupati mengangkat penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dari pegawai negeri sipil lingkup kecamatan yang bersangkutan. : 
. . 

Pasal 98 

yang diangkat sebagai penjabat kepala desa 
dalam Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 ayat (2) 

memahami bidang kepemimpinari ·. dan teknis 
-~ 

(1) Pegawai Negeri Sipil 
sebagab;nana dimaksud 
pa:ling sedikit harus 
pemerintahan. 

(2j Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mell,.ksanakan 

· t\.l:gas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan 

Xepala Desa. 

Pasal 99 

(1) Kepala desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai 

kepala desa dikembalikan kepada instansi induknya. 
(2} Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabiia telah men.capai 

batas usia pensiun sebagai , Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan 

hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan f ketentuan peraturan perundang-undangangan. 

f ·. . Bagian Keempat 
[. Pemberhentian Sementara Kepala o·esa 

' t Pasal 100 

(1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementa,ra oleh Bupati/Walikota karena: 

a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; 

b. Melanggat larangruisebagai Kepala Desa; 

c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun berdasar~ register perkara di pengadilan; dan 

d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, 

makar, dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan negara. 

(2) ~epala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana 

qerdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

t~tap; 
(3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana cl.irt1askuq pada 

eyat (1), setelah meialui proses peradilan ternya~ terbukti tidak bersalah 

. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai- kekuatan liukum 
tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penei:apan putusan pengadilan 

diterima oleh kepala desa , Bupati merehabilitasi dan niengaktifkan kbmbali 

Kepala Desa yan,.g bersangkutan sebagai kepala desa sampai dengan akhb : 

rnasajabatannya: ' ' 

(4) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dirrikasud 

pada ayat (3) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitas: 

nama baik 1,;epala desa yang bersangkutan. · 1 

f . 



' Pasal 101 

Dal.am hal Kepeila Desa diberhentikan' sementara sebaga.imanl)i clj.maksud ,pada 
·pasal 100 ayat (1), Sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban K~pala 
Desa. sampai dengan adamya putui,an pengadila.n yang telah mempunyai 
.kekuata.n hukul:\'l tetap. 

Pa5l11 lOl 

.Ketentuan lebih lanjut mengenai pem.berhentian Kepala Desa• dapat diatur 
dalato, Peraturan Bupati_. 

Bagian Kelima 
Perangkat Desa ~ 

(1) Pe-rangkat desa terdiri atas: 
a. . sekretariat desa; 
b.; pelaksana kewilayahan; dan 
c. , pelaksana teknis. 

Pasal 102 

(2) P~gkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. 

Pasal 103 

(1) ·sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa ~ibantu ol~h unm,ir staf 
·sekretaiat yang bertugas membantu kepala desa dal.am bidang administrasi 

pemerintahan. 
(2) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada .ayat (1) palirig banyak terdiri 

a-tlt-s 3 (tiga) bidang urusan. 
(3) Bidang urusan sebaga.imana dimaksud pada ayat (2) adalah urusan 
· Pemerintal1an; urusan pembangunan, dan·urusan Kemasyarakatan. 

Pasal 104 
I • 

Pe~ana Kewil~yahan sebagaimana dimaksud Pasal 102 ayat (1). huruf b dapat 
dibentuk oleh desa dengan memperhatikan letak wilayah dan kemampuan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Pasal 105 

(1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana 
tugas operasional. 

(2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri 
a;tas 3 (tiga) seksi. , 

(3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Bendahara dan 
Pflakana teknis lainnya yang ditetapkan dengan Perdes. 

Bagian J{eenam 
Pengangkatan Perangkat Desa 

Pasal 106 

. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memen~hi persyaratan : 
- i 



'' a. bexpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat; 
b. bei;usia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; 
c. tidi;i.k pernah dihukum penjara dan berkelakuan baikyang dibuktikan dengan 

surat kelakukan baik dari Kepolisian; 
·d: Sehat Jasmani dan Rohani; 
e. Pe~wai Negeri Sipil yang _akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus 

m~dapatkari Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan dibeba:l.kan 
sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilaziigan 
hak sebagai Pekawai Negeri Sipil; dan . 

f. Usi;a bagi perangkat desa perpanjangan jabatan. dikecualikan sepanjang 
belµm :n'iencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan memenuhi syarat . lain 
sesiuai dengan ketentuan peraturan perundang-undarigan. 

Pasal il.07 

Pen~gkatan perangkat desa dilaksan~ dengan m.ekanisme sebagai beril,icut : 
a. Ke~ala desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ~etua, seo:i,ang 

sel-\l"etaris, da,n minimal seorang anggota; 
b. _Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau .. seleksi calon 

pei:angkat desa yang dilakukan oleh Tim; 
c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon fei:angkat pesa 

.·dilaksanakan paling lama dua (2) bul.an setelah jabatan perartgkat k:lesa· 
· ko~ong atau diberhentikan; . : 

d. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengena.i pengangkatan 
perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon; 

e. sebelum memberikan rekomendasi tertulis, camat mengkonsultasikan kepada 
Bupati melalui instansi terkait; 

f. hasil konsultasi dapat dijadikan pedoman bagi Ca.mat untuk mengelua!I"kan 
.tekomendasi tertulis berupa persetujuan . atau peno1akan berdasairkan 
per.syaratan yang ditentukan; 

g. dal,am hal Camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan 
Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan 

h. d:alam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan 
. pe:t;rjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa. 

Pasal 108 

(1) Pegawai Negefi Sipil setempat yang diangkat menjadi perangkat desa harus 
mendapatkansizin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian. 

(2) Druam hal pegawai negeri sipil setempat sebagaimarta dimaksud pada ayat (1) 
terpilih dan i diarigkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan 
dibebaskan sementara darijabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa 
kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil. 

Bagian Ketujuh 
Pemberhentian dan pemberhentian sementara 

Perangkat 
Desa 

Pasal 109 



\ ·~ . . 

(1) Pl;lt,angka.t desa berhenti karena : 
.a.: meninggal dunia; 
b, pennintrum sendiri; dan 
c. choerhentikan. 

(2) Perangkat desa· yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c karena : . 
· a .. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; 
b. berhalangan tetap; 
c .. tidalc lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau 
d~ melanggar larangan sebagai perangkat desa. · 

Pasal 110 

(1) Perangkat Desa dilarang: 
a. merugikan kepentingan umum; 
b: membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keh.iarga, 

pihak Iain; dan/atau golongan tertentu; ·c: menyalahgunakan wewenang, tugas, hale, dan/ a:tau kewajibannya; 
. d, melakukari. tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ atau gol~ngan 

masyarakat tertentu; . 
. e: melalcukan tindakan meresah.kan sekelompok masyaralcat desa; 
f.! melalcukan -kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, 

dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapa.t mempengaruhi keputusan atau 
tindakan yang akan dilakukannya; 

• g. menjadi pengurus partai politik; 
h; menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang; 
i. merangkap jabatan sebag~ ketua dan/ atau anggota Badan 

Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan . 
Perwakilan Rakyat Daerah Propin~i atau Dewan Perwakilan Rakyat j 
Daerah Kabupaten/kota, dan Jabatan lain yang ditentukan dalam 
· peraturan perundang-undangan; 

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan ·umum dan atau 
pemilihan kepala daerah; 

k. melanggar sumpah/janji jabatan;dan 
1. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turu1 

tanpa alas an yangjelas dan tidak dapat dipertartggungjawabkan. 
(2) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalarr. 

pada ayat (1), dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/ata1: 
teguran tertulis; . 

. ,• 

(3) d1ilam hal sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayta (2) tida1 
dµaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapa· 
dilanjutkan 4engan pemberhentian. 

Pasal 111 

(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelal 
berkonsultasi dengan Camat. 

{2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada aya 
(1) karena: .. , 
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aJ Diteta.pkan sebagai tersangka dai:J. ditahan; 
. bj Ditetapka.n sebagai terdakwa; 

-c}" Tertangkap tangan dan ditahan; 

· ·d) melanggar larangan · sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan 

· ketentuan peraturan perundang-undangan. . 

(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana. dimaksud !pada 

·ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas ati3.u 'tidak ter!bukti 

·-bersalah oleh Pengadilan _ dan telah berkekuatan hu.ki..un tetap inaka 

· dikembalikan kepadajabatan semula. . · 

Pasal 112 

(l)·Drua:m hal terjadi kekosonganjabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat 

Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki :posisi 

ja,batan dari unsur yang sama. ·· I 

(2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

·Kepala Desa dengan SUl'at Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan 

kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 {tujuh) hari terhitung 

sejak tanggal surat penugasan. 

' 
(3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) 

bµlan sejak Pfrangkat Desa yang bersangkutan berhenti. 

Pasal 113 

Pemberhentian ;perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai 

berikut: 

· a .. kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai 

pemberhentian perangkat desa; 

. bl camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat meri-genai 

pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan li:epala 

desa; ., 
c. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam 

pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa; 

d, Pemberhentian perangkat _desk. ditetapkan dengan keputusan Kepall'f Desa 

dan disampaika.n kepada Camat atau sebutan lain paling lamb'at 14 

(empat belas) hari setelah ditetapkan. 

Pasal 114 

Keteptuan lebih lanjut mengenai perangkat desa dap~t diatur dalam peraturar 

bupati. \,, · 

i BAB VI 

PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN PENGHASILAN 

Pasal 115 

(1) Kepala desa ~an perangkat desa mengenakan pakaian dinas dan atribu~. 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut. sebagaimana 
· dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 116 

(1) Kepala Desa dart Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. 
(2).Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dim*sud 

pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Penda:(:>atan 
dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten dan ditetapkan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. 

(3) Selain. penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa 
·dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari An~aran 
Pendapatan dan Belanja Desa. , . , . 

• I 

(4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa 
. dan perangkat Desa dapat memperoleh jaminan kesehatan I dan iiapat 
· memperoleh penerimaan lainnya yang sah. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagairnana dimaksud pada ai:at (3) 
.serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimanadimaksud .. pada ay~t (4) 
di?-tur dalam Peraturan Bupati . 

Pasal 117 

(1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB 
De·sa yang bersumber dari ADD. 

(2) Pengalol:'..asian ADD untuk penghasilan tetap · kepala Desa dan perangkat 
Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut: 
a. ADD yang berjumlah sampai dengan RpS00.000.000,00 (lima ratus 

. juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus); 
bi ADD yan~ berjumla..'1 lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus '. juta 

rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) 
digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai 
dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus); 

c., ADD sang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 {tujuh ratus juta 
rupiah) sampai dengan Rp900:ooo.ooo,oo (sembilan ratus juta rupiah) 
digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta 
rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); 
dan 

d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 {sembilan ratus 
, juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus ·enam 
, puluh juta rupiah) sampai ,dengan paling banyak 30% (tiga puluh per 
: seratus). 

· (3) Pengalokasian batas · minimal sampai dengan maksimal sebagaimana 
dimaksud · pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, 
jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis. 

(4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap: 
a. kepala desa; 
b; sekretaris desa paling sedikit 70% (tujuh puluh ,per seratus} dan 

paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan 
tetap kepala desa per bulan; dan 
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c._ perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% (lima puluh 
· per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari 
· penghasilan tetap kepala desa per bulan. 

·(5) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana 
·dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 118 
i 
( . 

(1.) _Selain merie~ penghasilan tetap sebagaimana cmnaksud dalam Pasal. 127, 
Kepala Desa dan perangkat Desa menerirna tunjangan dan penerimaan'. lain 
yang sah . 

. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB !Desa 
dm besarannya ditetapkan dengan peraturan bupati. 

(3)·P~erimaan lain yang sah sebage;imana dimaksud pada: ayat, (1) dapat 
be,rsumber dari APB Desa dan sumber lain sesuai dengan keten,tuan 
.peraturan perundang-undangan. I 

Pasal· 119 

Penghasil.im Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 127 ay~t 
(1),(2),(3), dan (4), dan pasal 128 ayat (1),(2), dan (3) menyesuaikan deng~ 
kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah. i . . 

• BABVIl 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

Bagian Kesatu 
Fungsi, Hak dan Kewajiban BPD. 

Pasal 120 · 

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: 
a. metnbahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 

Desa· 
. ' 

b. m~ampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 
c. melakukan p~ngawasan kinerja Kepala Desa. 

Pasal 121 

(1) Ariggota Bada:n Permusyawaratan · Desa merupaka:n wakil dari penduduk 
Desa berdasarkan _keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara 
de'mokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah 
perwakilan dengan menjamin keterwakiJan perempuan. 

(2) M.l:sa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun 
. · teihitung .sejak tanggalpengucapan sumpah/janji. 

(3):.Ariggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dipilih untuk masakeanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara 
'berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 

Pasal 122 

Pe:rsyru-atan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah: 
a. be~a kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. me;megang teguh dan mengamalkan PancasiJa, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republiklndonesia Tahun 1945, ,serta 
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tn~perta.hankan dan memelihara keutuhan N'e15ara Kesa.tuan 
Republikindonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 

c. benlsia paling rendah 20 (dua puluh} tahun atau suda:h/pernah menikah; 
d. berpendidikan palirtg rendah tamat sekolah menengah perta.ma : atau 

sederajat; 
e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; 
f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan 
g. wakil penduduk Desa yang dipiiih secara demokratis. · 

Pasal 123 

(1) Jµmlah anggota Badan Permusyawaratan· Desa ditetapkan dengan jumlah 
ganjil, 5 (lima) orang. p 

{2}_ Peresmian aiiggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud 
~da ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 1 

{3} .. A:h.ggota Bacfan Permusyawaratan Desa sebeluni memangku jabatannya 
b6rsumpah/lierjanji• secara bersama-sama di hadapan 'masyarakat dan 
clipandu oleh Bupati atau pejabat y~g ditunjuk. 

(4) Susunan kata sumpah/janji anggo~ Baden Permusyawara,tan Desa seJbagai 
berikut: 

"Dem\ Allah/Tuhan, saya bersumpah/berja:nji bahwa saya ,akan memynuhi 
kewajiban saya selaku anggotaBadan Pennusyawaratan Desa dengan sebaik­
bailaiya, sejujur-Jajurnya, dan se~dil-adilnya; bahwa sayaakan _selalu taat dalam 
·mengamalkan dan mempertah.µikan Pancasila sebagai dasar negara,. dan 
bahwasaya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik IndonesiaTahun 1:945 serta melaksanakan segala peraturan 
perondang-undangan dengan selurus-lurusnya yangberlaku bagi Desa, daerah, 
dan !'fegara kesatuan Republik Indonesia". 

Pasal 124 

(1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 
(satu) orang wakil ketua, dan l (satu) orang sekretaris. 

(2) _Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dipilih dari dan olehanggota Badan Permusyawaratan Desa secara 
lartgsung dalam rapat Badan Pennusyawaratan Desa yang diadakan secara 

·. khusus. · 
(3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Oesa untuk pertama kali 

dipimpin oleh anggota. tertua dan dibantu oleh anggota termuda. 

Pasal 125 

Badan Permusyawaratan Desa n1enyusun 
I. ,. 

Perm'?syawaratan Desa. 

Pasalil26 

· Bad~ Permusyawaratan Desa berhak: 

peraturan tata . tertib .. Badan 

·a. m~ngawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan 
De,sa kepada Pemerintah Desa; 

! . 
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b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerin:tahan Pesa, 
pelaksanaan· Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desai clan 
~tnberd~yaan masyara.ka.t Desa; clan 

. c. tnenclapatka.h biaya operasional pelaksanaan tugas clan fil.ngsinya; clari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Pasal 127 

.Anggota Badan Pennusyawaratan Desa berhak: • 
a .. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; 

.. b. mengajukan pertanyaan; 
'c. menyampaikan usul clan/atau pentlapat; 
d. · m~ dan dipilih; dan ~ 
e. ·mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan;Belanja Desa. 

: . l 

Pasal 128 

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib: 
a. IIiemegang teguh. dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang­

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
·m,empertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 

b. lllelaksana.kan kehidupan demokrasi yang b~rkeadilan gender dalam 
penyelenggaraa.n PemerintahanDesa; 

c. . menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi 
ma.syarakat Desa; 

cl. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, 
dan/atau golongan; 

e. I!fenghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan 
f. menjaga norma clan etika clalarrt hubungan kerja dengan lembaga 

kemasyara.katan Desa. 

P~sal 129 

.. Anggbta Badan Permusyawar~tan Desa dilarang: 
a .. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, 

d~ mendiskriminasikan warga atau golongan masyara.kat Desa; 
b. melakukan korupsi, kolusi, dan ·nepotisme, menerima uang, barang, 

dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau 
tindakan yang akan dilakukannya; 

c. menyalahgunakan wewenang; 
· d. melanggar sumpah/janjijabatan; 

e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perang\mt Desa; 
f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Inddnesia, 

Dewan Perwakilan DaerahRepublik Indonesia, Dewan PervJakilan Rakyat 
D~erah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten; dan 
japatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan~undangan; • 

g. sebagai pelaksana proyek Desa; 
· h. m,enjadi pengµrus partai politik; dan/ atau 
i. m,enjadi angg?ta dan/atau pengurus organisasi terlarang. 
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Pasal 130 

Mekanisme musyawarah Badan Pennuiiyawaratan !Desa sebagai• berikut : 
a. musyawarah Badan Pennusyawaratan Desa dipimpin oleh :pii:npinan Badan 

Permusyaw~atanDesa; , 
b. mul!Yawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri 

oieh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari juro]ab , anggota Badan 
. Pennusyawaratan Desa; , 

c. . peng=bilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna menl::apai 
m'ufakat; · 

d. . a})abila . musyawarah mufakat ' tidak tercapai, pengambileµi kepu11Usan 
cuj1a,kukan dengan cara pemungutan suara; 

e. . p~mungutan suara sebagi:µmana dimaksuct dalam huruf d dinyata.ka:ri, sah 
apabila clisetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditanib~ 1 (satu) dari 
jumlah anggota Badan Pennusyawaratan Desa yang hadir; dan. : 

f. hljlsil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan 
' • , I 

keputusan Badan Pennusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah 
y~g dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa. 

Bagian Kedua 1 . 

Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawan;rtan Desa 

, Pasal 131 

(1) P~gi:sian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara 
· demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah 

. . pervrakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. 
(2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah 

_perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ·. Kepala Des.a membentuk 
. panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan dite~pkan 
dengan keputusan kepala Desa. · 

(3) Panitia pengi:sian angg?ta Badan Permusyawaratan Desa . sebagaiµiana 
d:imaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan 1msur 

· m_asyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi · yang 
proporsional. 

Pasal 132 

(1) PEJ.nitia pengis1an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 aya:t (3) 
11'.lelakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan 
Permusyawaratan Desa dalam jlingka waktu 6 (enam) bulan sebelum mas~ 
·keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir. 

(2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan · DesE 
yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Del¼ 
yMg dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaar. 
Badan Permusyawaratan Desa berakhir. 

I ' 

(3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan DesE 
-di'tetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisiar 
· menyelenggarakan pemilihan langsung cai.on anggota Badar 
Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
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· (4)· D~am hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan .Desa 
ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota Badan 
Pb-.tmusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipillh dalam 

· proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai liak 
'pilih. . 

(5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah . perwekilan · sebagaiJlnana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian 
~ggota Badan Pen;iusyawaratan Desa kepada kepala Desa 'paling latna 7 
(tujuh) hari sejak ditetapkannya hai,il pemilihan langsung atau musya~arah 
pe:rwakila:n. 

(6)-Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana 
dilliaksud pada ayat (5) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati paling 

· lama 7 (tttjuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian 
untuk diresmikan oleh bupati. I 

Pasal 133 

(I) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimclksud 
·dallilll Pasal 132 ayat (6) ditetaikan dengan Keputusan Bupati paling !lama 

•· .. ,' 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan'langsung atau 
m:usyawarah perwakilan dari Kepala Desa. · 

(2)' Pengucapan suinpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa diP,andu 
oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 {tiga_puluh) hari isejak 
diterbitkannya Keputusa:n Bupati mengenai peresmian anggota Eadan 

. Permusyawaratan Desa. 

Bagian Ketiga 
. Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu 

Pasal 134 

(1) Pengisian keanggotaari Badan Permusyawaratan Desa antar waktu ditetapkan 
·dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan. Desa 
melalui kepala Desa. 

(2) Pengisian keanggotaan Badan· Permusyawara~an Desa antanyaktu 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diusulkan ben;iasarkan perolehan sual,"'a 

· •terbanyak keenam dari basil pemilihan pengisian keanggotaan BPD. 

Bagian Keempat 
Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa 

Pasal 135 

(1) Anggota Badan Perniusyawaratan Desa berhenti karena: 
a. meninggal dunia; 

: b.. permintaan sendiri; a.tau 
. c. diberhentikan. 

(2).Anggota ·Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana 
dfroaksud pada ayat (1) huruf c ka.rena: 
a: berakhir masa keanggotaan; 



~ -~ . . 

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan . at~u berhaJian:gan 
tetap secara berturutturut selama 6 (enam) bulan; 

c. tidak lagi memenuhl syarat sebagai anggota : Badan :Permusyaw~atan 
Desa; atau . 

d. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa. ; 
(3) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan! oleh 

pimpinan Badan P=usyawaratan Desa kepada bupati' atas dasar hasil 
zpusyawarah Badan Permusyawaratan Desa. 

-(4) l"e-resmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan : Desa 
f\ebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati. 

Bagian Kelima 
Peraturan Tata Tertib Badan Perm:u.syaWllratan Desa 

Pasal 136 

.(lJ P,eraturan tata tertib Badan Perrnuiyawaratan Desa paling seclikit memuat: 
a'.. waktu musyawarah Badan Perniusyawaratan Desa; 
b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan .Permusyawaratan 

Desa; 
· c,- tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa; 
d. tata laksana dan hak · menya,takan pendapat Badan Permusyawaratan 

Desa dan anggota Badan Permusyawarabµl Desa; dan 
e'. pembuatan berita acara nrusyawarah Badan Perrnusyawaratan Desa. 

(2) Pengaturan mengenai waktu m-qsyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a meliputi: 
~- pelaksanaan jam musyawarah; 
b. tempat musyawarah; 
c; jenis musyawarah; dan 
d, daftar hadir anggota Badan Permusyawaratan Desa. 

(3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa 
' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: ' 

a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir 
lengkap; 1 

· b'. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Badan Permusyawaratan 
Desa berhalangan hadir; 

c; penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua 
berhalangan hadir; dan 

d'. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang 
• • I 

yang ditentukan dan penetapan penggantian ariggota Sadan 
, Permusyawaratan Desa antarwaktu: 

(4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan; Desa 
sebagaimanaidimalcsud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
ai tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa; 
b. konsultasi mengenai rencana dail. program Pemerintah Desa; 
c.: tata cara. mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dart 

' . d'. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat. 
(5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan 

Permusyawaratan Desa sebagaimanadimaksud ayat (1) huruf'd meliputii: 
. a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa; : 
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b; penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan :Sadan 

Permusyawaratan Desa; · ' · 

ci pemberlan pandangan akhir' atas jawaban atau pendapa~ kepala Dess.; 

dan ' . ,i 

.d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan ' akhir Baden 
I 

· P.ermusyawaratan Desa Kepada Bupati, .. 

(6) Penga.turan mengenai penyusunan berita acara, musya~ah ~adan 

Perriiusyawaratan Desa sebagaimana.dimaksud ayat (1) hurufe meliputi: 

a, penyus\.man notulen rapat; 

. b\ penyusunan berita acara; 
c. format berita acara; 
d0

• penandatanganan berita acara; dan 
e; penyampaian berita acara. 

Bagian Keenam 
Hak Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa 

Pasal 137 

(1.) Pimpinan dafi. anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk 

ciemperoleh 'tunjangan pelaksanaan tugas dan fi.1ngsi dan tunjangan lain 

sesuai dengah ketentuan peraturan'perundang-uridangan. 

(2) &:lain tunjangan sebagaimana. dimaksud ·pada ayat (1), Badan 

·Permusyawaratan Desa ~empe~oleh biaya operasional. 

(3) ~a:dan Permusyawaratan Desa berhak memperoleh pengembangan kapasitas 

melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis; dan 

k.unjungan lapangan. 
(4) Pemerintah, pemerintah provinsi,. dan pemerirttah 

m-emberikan penghargaan kepada pimpinan dan 

Permusyawaratan Desa yang berprestasi. 

Pasal 138 

kabupaten 
anggota 

dapat 
Badan 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, 

pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, .serta peraturan tata tertib 

-Bad~ Permusyawaratan Desa dapat diatur Iebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 

Bagian Ketujuh 
Musyawarah Desa 

Pasal 139 

(1) ~usyawarah Desa diselenggarakan oleh .Badan Permusyawaratan Desa yang 

· difasilitasi oleh Pemerintah Desa . 

. (2) Musyawarah Desa sebagaimana · dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh 

Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakq.t. 
I 

I : 

(3) Unsur masy4'akat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tei;-diri atas: 

a;. tokoh ade!t; ,:~ :: 

b. tokoh agama; f'.: C 

' ' 

q. tokoh masyarakat; 
d. tokoh pendidikan; 
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e./ penvakilan kelompok tani; 
f. · perwakilan kelompok nelayan; 

.g., perwakilan kelompok perajin; 
h: perwakilan kelompok perempuan; 
i. . perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan 
j. perwaki]an kelompok masyarakat miskin. 

(4) ·Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat. (3), musyawarah 
Desa dapat melibatkan unsur masyarakat Iain sesuai dengan kondisi sosial 

·, budaya masyarakat. , 
(5).Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme pengamibilan 

keputusan_ musyawarah Desa diatut dengan Peraturan Bupati .. 

, 

BABVIIl 
TATA CARA PENYUSUNAN PERATUIUN DI DES~ 

Bagian Kesatu 
Petaturan Desa 

Pasal 140 

(1)-Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa. ,. 
(2) Ba:dari Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan 

Desa kepada pemerintah desa. . . 
(3) ~cangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aY,at (2) 

. wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untrik · mendapitkan 
masukan. ' 

(4} Rancarigan peraturan Desa sebagaimana dini.aksu_d pada ayat (2). dite~pkan 
olhh kepala : Desa setelah dibahas dan disepakati bersama :Sadan 

:p~nnusyaw~~tan Desa. 

Pasall41 

(1) Rancangan peraturan besa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh 
pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk 
ditetapkan menjadi peraturan Desa palit1g 1ambat 7- (tujuh) Hari terhitung 
.s·ejak tanggal kesepakatan. 

(2) Rancangan peraturah Desa sel:>agaimana dimaksud pada. ayat (1) wajib 
. -ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling 

la:mbat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan 
Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa. 

(3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum 
yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa 
ofoh sekretaris Desa. 

(4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
{3) disampaikan kepada bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan 
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan. 

(5} Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa. 

' ,· 
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Bagian Kedua 
Peraturan Kepala Desa 

Pasal 142 

,Pera'tjuran kepala Desa merupakan per~turan pelaksanaan Peratura:ri Desa. 

Pasal 143 

(1) Peraturan Kepala Desa ditandatangani oleh kepala Desa. 

(2) P~turan Kepala Desa sebagaimana ditnaksud pada ayat (1) diundangkan 

oieh sekretaris Desa dalam lembaran Desa dan berita Desa. · 

(3) ~:taturan kepala Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa. 

. Bagian Ketiga 

Pembatalan Peraturan Desa ~n Peraturan Kepala Desa 

Pasal 144 

,, ,. 

'I 

' 
Pera~an Desa dan peraturan kepala Desa yang bet'U?ntangan dengan ·Ii 

kepeµtingan umum clan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangari yang 

lebih. tinggi dibatalkan oleh bt~patia. · · 

Bagia,n :keempat 

Peraturan Bersama Kepala Desa 

Pasal 145 

(1) Peraturan bersama Kepala Desa merupakan Peraturan Kepala Desa dalam 

rangka kerja sama antar Desa. 

(2) Peraturan bersama kepala Desa ditandatangani oleh kepala Desa dari 2 (dua) 

Desa atau l.ebih yang melakukan kerj;i. sama antar-Desa. 

(3) Peraturan bersama kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa 

masing-masing. 

Pasal 146 

Pedoman teknis mengenai peraturan di Desa diatur dengan Peraturan Bupati. 

BABIX 

KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA 

Bagian Kesatu 

Keuangan Desa 

Pasal 147 

(lJ Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usu! dan 

~ewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa. 

(2) P;enyelenggara.an kewenflllgan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran 

pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatari dan Belanja 

daerah. 
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(3) Pet1.yelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah di4anai 
. oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. . 

(4) Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara seb~gaimana <lpnaksud pada 1 • ' 

ayat (3) clialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga ' dan 
disalurkan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten. . . 

(5). Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemenntah Da'erah 
, didanai oleh Anggarart Pendapatan dan Belanja Daerah. 
. . ' . 

Pasal 148 

. Selu:ruh pendapa_ian Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa 
dan penggun~ya ditetapkan dalam APB Desa. 

Pasal.149 
. . I 
-Pen~an dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan 
Bendahara Desa. 

' ' 

Pasal 1.50 

(1) Ptmgelolaan keuangan Desa meliputi: 
a, perencanaan; 
b. pelaksanaan; 
c. '., penatausahaan; 
· d.; pelaporan; dan 
e., pertanggungjawaban . 

(2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3)· Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya 

k~pada Perangkat Desa. 

Pasal 151 

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran 
terhit'ung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 

' 
Bagian Kedua 

Pe~galokasian Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara !dan 
;Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

. !~ 

' Pasal 152 

(1) Pemerintah mengalokasikan Dana: Desa dalam anggaran pendapatan dai:1 
. ' 

belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desaj yang 
ditransfer melalui anggaran pendapik.tan dan belanja daerah• kabupaten. 

(2) Be-saran Dai:ia Desa setiap kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Meniteri 
(3) Berdasarkan Dana Desa setiap kabupaten sebagaimana dimal;csud pad.i ayat 

(2), bupati menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya; 
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(4)-D~a Desa setiap desa sebagainiana dimaksud pada ayat (3) dihitung secara 
betkeadilan berdasarkan : · 
_a; Alokasi dasar, clan . 
b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pen4uduk, angka 

kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografi setiap desa. · 

Pasal 153 

(1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten 
(2) Penyalurari Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat :(1) dilakukan 

dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD 
(3) Pana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh Kabupaten 

kepada Desa ~ 

{4)·Penyah.iran Dana Desa sebagaimana dmaksud pada ayat (3) dilakukan 
I 

dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas desa. 

Pasal 154 

'(l) P~hyaluran tiana_Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 dilakukan 
secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan : 
a, Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus); 
b, Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh per seratus)\; dan 

.'c.; Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus) 
(2) Penyaluran Dana Desa dari RKlYN ke RKUD di+akukan dengan syarat : 

a, Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran 
Dana Desa telah disampaikan kepada Menteri; i:lan 

b. APBD kabupaten telah ditetapkan 
(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah 

APE! Desa ditetapkan 

Pasal 155 

·Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyaluran Dana Desa di atas 
dengan Peraturan Bupati. 

' . 

Pasal 156 

• I 

. • (1) Pc;merintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan 
d~ Belanja Daerah Kabupaten ADD setiap tahun ru;iggaran. 

(2) ADD sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh 
p~rseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Ang~aran 
P~ndapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.: 

(3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa 
d~gan mempertimbangkan: 
a: kebutuhar,i. penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat.Desa; dan 
b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, 

dan tingkat kesulitan geografis Desa. 
(4) Ketentuan rilengenai pengalokasian ADD seba:gaimana dimaksud pada 

afat (2) dan pembagian ADD kepacla setiap Desa'. sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. . . . . . 

' 



l 

l 
•l 

·., 

,, 
J 
·:f 
i( 
,I 

' (5) Pe'raturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib 

·disampaikan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan 

kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

·keuangan dengan tembusan kepada menteri yang rn:enyelenggarakan 

utusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan meriteri 

y~g menyelenggarakan tirusan pemerintahan di bidang pembangunan 

d~a, pembangunan kawasan . perdesaan, dan pemberdayaa,n masyarakat 

Desa untulc ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. , 

(6). Ketentuan mengenai bl.ta cara pengalokasian ADD diatur dengan 

Peraturan Bupati. 

Pasal 157 

(1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari.hasµ pajak dan retribusi 

· d!j.erah kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (:;;epuluh; per ser!tus) dari 

re.alisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten. 
. ! . 

! ' . ' 
(2) P¢ngalokasi.ari bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah_ sebaga.iniana 

-d~maksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan : : 

' a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh 

Desa; dan . 

' b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional re~sasi 

penerin'l.aan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing. 
: ' 

(3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi. daerah kabupaten kepada 

Desa sebagamiana dimaksud pada ayat (1) ditefupkan dengan Perai:uran 

Bupati. ' 

(4) Ketentuan mengenai tata cara perigalokasian bagian dari hasil pajak dan 

.r-etribusi daerah kabupaten kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 158 

(1) P~erintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat 

-melliberikan bantuan keuangan yang betsumber dari anggaran pendapatan 

dim. belanja daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

. Kl:lbupaten kepada Desa. 

· (2) Bantuan keuangan se~agaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat 

uhium dan khusus. 

(3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa 

penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah 

dk:erah di Desa. : 

(4) · $antuan keuangan yang bersifat khusus :;ebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah 

p:ernberi bantuan dalam rangka percepatan _pembangunan Desa dan 

. pemberdayaan masyarakat. 
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Pasal 159 

Besaran ADD, l;>agiari dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten,, dan 

bentuk keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 156, 157, dan 158 

:menj,eseuaikan ci.engan kema:mpuan Anggaran Daerah 

Bagian' Ketiga 
Penya1111'Rn 

Pasal 16Q' 

(1) Penyaluran ADD dart bagian dari hasil pajak daerah da:n retribusi daerah dari 

· Kabupaten ke Desa cliiakukan secara bertahap. 

(2) Ketentuan lebih l1µ1jut mengenai tata cara: penyaluran ADD dan bagian 

dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten sebagaimana 

dirnak1;1ud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati. 
1 · 

I 
•• 

(3) Penyaluran bantuan keuangan . yang bersumber dari anggaran 

pi:ndapatan dan belanja · daerah Provinsi atau Anggaran Pendapatan dan 

Bf:)ianja· Daerah Kabupaten ke Desa dilakukan sesuai dengan ketehtuan 

p~ratura., perundang7undangan. 

Bagian Keempat 
Bela:Dja Desa 

Pasal.161 

. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuain : 

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran 

belanja Desa digunakan untuk .mendanai penyelenggaraan Pemerirttahan 

Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 

~ pemberdayaan masyarakat Desa; dan 

b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari. jumlah anggaran belanja 

Desa digunakan untuk : . 

l, Penghasilan tetap dan tunjang~ kepala Desa dan Perangkat Desa; 
' . 

2. Operasional Pemerintah Desa; 

3. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan 

4. lnsentifrukun tetangga dan rukun warga. 

Bagian Kelima 
APB Desa 

:Pasal 162 

(1). Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh kepal. 

P·esa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lam bat bulan Oktober · tahur 

tferjalan; 
· (2) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksudpadi 

ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat ata\ 

sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi; 

(3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentan, 

.tµ='B Desa kepada Camat atau sebutan lain; 
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(4) Per~turan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling la?;Ubat ta:ngg~ s 1 
Desember tahun anggran berjalan. 

Pasal 163 

. (l)· ·Gubernur menginformasikan rencana bantuan. keuangan _yang bersup1ber 
dari.anggaran, pendapatan dan belanja da:erah provinsi; 

(2J°. Bupati mengiliformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan re1:rjibusi 
kabupaten u;ituk Desa, serta bantua.Il keuanghn yang . be.rsumber dari 
atiggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; 

(3) Gµbernur dan bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud _pada 
ayat (1) dan ayat (2) kepada kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepµluh) 
ha.ti setelah kebijakan umumanggaran dan pnoritas serta plafon ang~aran 

· ·sementara disepakati kepala daerah bersama dewan -perwa.ki\an rakyat 
daerah; . 

(4)- Informasi dari gubernur dan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
·. ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Des. 

Bagian Keenam 
Pelaporan clan Pertanggungjawaban 

Pasal 164 
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa setiap 

·semester tahun berjalan dan kepala Desa juga menyampaikan laporan 
pert;anggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati setiap 
akhir tahun angga:ran; 

(2) .Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama 
di~ampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan; 

(3) Laporan sebagaimana dinlaksud pada ayat (1) untuk semester kedua 
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. 

Pasal 165 

' 
(1) Gupernur m~nginformasikan rencana bantuan keuangan yang bersu):nber 

dap anggaran;pendapatan dan belar_ija daerah prov[x::isi. 
(2) B¥pati mengrrpormasikan rencana ADD, bagian bag{ hasil pajak dan retribusi 

kEJ.bupaten untuk Desa, serta b~tuan keuangan yang. bersumber. dari 
. ai{ggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten. 

(3)·.G111~rnur dan bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud ;pada 
ayat (1) dan ayat (2)'. kepada kepala' Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) 
Hi¢ setelah kebijakan umum anggaran· dan prioritas serta· plhlon angii;aran 
sementara disepakati kepala daerah bersaina dewan perwakilan rakyat 
daetah. 

(4) Informasi dari gubernur dan bupati sebagaimana dinlaksud padaayat (1~ clan 
• ay/it (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa . 
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Pasal 166 

(1). S~lain penyainpaian laporan realisasi pelaksana APB Desa sebagaifl"lana 
dimaksud dalam pasal 164 ayat (l),,kepala Desajuga menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB D~sa kepada bupati setiap 

· akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me11;1pakan bagian yang:tidak 

terpisahkan dari Iaporan penyelenggaraan Pemerintah.an Desa kepada tiupati 
nielalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran .. 

Pasal 167 

Pengadaan bar~g dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati 
· dengan berpedor_nan pada ketentuan peraturan perundang-undangfilil· 

Pasal 168 

Kete;ntuan lebih lanjut mengenai pef1gelo1aan keuangan Desa diatur dalam 
Per3;tutan Bupati. 

Bagian Ketujuh · 
Pengelolaan Kekayaan Milik Desa 

Pasal 169 

(1) Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan. 
(2) Kekayaan. inilik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain 

seba:gai pembayaran tagi):ian atas Pemerintahan Desa. 
(3) Kekayaan milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan urituk 

mendapatkan pinjaman. 
Pasal 170 

Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkirian kegiatan mulai dari 
pere'.ncanaan, pengadaan, penggunaan, pem~aatan, pengantanan, 
pembliharaan, penghapusan, pemindahtanganan,· peinatausahaan, pelaporan, 
p·enil:aian, pimbinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa. . . . 

Pasal 171 

(1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik besa. 
(2) I)alam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada aya.t (1), 

' . kepala Desa'dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat 
Desa . 

Pasa~ 172 

(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa. 
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(2) Pengelolaan kekayaan mi1ik Desa diatur dengan peraturan Desa dengan 

berpedoman pada Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pem:erintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. 

Pasal 173 

(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaiatan dengan penambahan dan 

pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan Desa sesuai de;ngan 

kesepakatan musyawarah Desa. . 

(2) Kekayaan milik Pemerintali dan pemerintah daerah berskala lokal desa ciapat 

dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 174 

(1) Klbkayaan milik Desa. yang telah diambil a1ih oleh pemerintah d4.erah 

. . ' 

~~aten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digun8.fan untuk 

fasilitas umum. · . . 

(2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan faiilitas 

untuk kepentingan masyarakat umum. 

Pasal 175 

:Kbtentuan Iebih lanjut mengenai peng~lolaan kekayaan milik Desa diatur 

~ngan Peraturan Bupati. 
. ' 

BABX 
PEMBANGUMAN DESA DAN 

PEMBANGUNAN KAWASAN PERD:ESAAN 

Bagian Kesatu 

Perencanaan Pembangunan Desa 

Pasal 176 . 

(1) Perencanan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan 

qalam musyawarah Desa. 

(2).~usyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa di!aksanakan 

· paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. 

,, 
Pasal 177 

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 165 

menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM 

. Des~, RKP Desa, dan daftar 'usulan RKP Desa. 

Pasal 178 

·(l) :O·alam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib 

. ~enyelenggarakan niusyawarah perencanaan pembangunan Desa secara 

partisipatif. 

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 

~ada ayat / (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur 

inasyarakat pesa. 
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(3) ~cangan · RPJM Desa · dan rancangan .RKP Desa sebag~ana 
dalam musya,tarah dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati 

perencanaan pembangunan Desa 
(4) .Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 

sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala Desa terpµih dan 'arah 
kebijakan perencanaan pembangunan Desa . 

(5) 'Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud 
·rnemperhatikan arali kebijakan perencanaan 

pada ayat (4) 
pembangiurtan 

lai.bupaten/kota. 
(6) Ra.ncangan RKP 

penjabaran dari 
Desa sc::bagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 
rancangan RP._'fM Desa untukjangka waktu 1 (satu) ufuun. 

Pa$al 179 

' (l)"RPJM Desa mengcu pada RPJM kabupaten. 
(2).RPJM Desa sebagaimana dimaksus pada ayat (1) memuat v1s1 dan. m1s1 

. -kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksa.naan 
· petnbangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan 

a:r,ah kebijakan pembangunan Desa. · , 
(3) R?JM Desa disusun deng:an mempertimbangkan ~ondisi objek:tif Desa dan 

prioritas pembangunan kabupaten. · 
(4) RfJM Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka 

~aktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa: 

Pasal 180 
(l)RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 merupakan penjabaran 

dkri RPJM oJsa untukjangka watu 1 (satu) tahun. 
(2) RKP Desa ,sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) menurut rencana 

p~nyelenggara Pemer4'ltahan Desa, pelaksana p~mbangunan, pembinaan 
k~masyarakatan, dan pemberdayaart masyarakat Desa. 

(3) Rl(P Desa sebagaimana dimaksud pada atyat (2) paling sedikit berisi uraian : 
a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; 
b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; 
c. Pnoritas program , kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja 

si!una antar-Desa dan pihak ketiga; 
d. Rencana program, kegiatan, dan anggaaran Desa yang dikelola oleh Desa 

sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan 
pbmerintah daerah kabupaten; . 

e .. Pblaksanaan kegiatan Desa yang'. terdiri atas unsur perangkat Desa dan/ atau 
unsur masyaralcat Desa. 

(4} RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh pemerintah 
.D,esa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan 
: dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan pemerintah,peme±intah 

da:erah provinsi, pemerintah daerah kabupaten RKP Desa mulai disusup oleh 
. P~merintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan . 

(S) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan· Desa paling lambat akhir :bulan 
s:eptember tahun berjalan. . 

(6)' RKP Desa menjadi menjadi dasar penetapan APB Desa. 
I 
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Pasal 181 

(1) F'emerintahan Desa· dapat mengusulkan kebutuhan . pemb~gunan i Desa 
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten. . 

(2) Dalam hal itertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebuj:uhan 
pembangunan Desa kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi. 

(3) t!suian kebutuhan p~mbangunan Desa sebagaimap.a dimaksud pada ayat (2) 
harus menddpatkan persetujuan bupati. ' ' .. : 

(4) .bala:m hal B\.ipati memberikan perlsetujuan, usulan sebagainiana dimaksud 
. pada ayat (3) disampaikan olel:i bupati kepada Pemeri~tah dan/ atau 
pemerintah daerah provinsi. 

(5) t)'sulan Pemerintah Desa sebagaiD;iana dimaksud pada ayat(l} dan ayat (2) 
dihasilakan dalam musyawarah perencanaan~ pembangunan Desa. 

(6) Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(i) , usulan tersebut dirnuat dalam RKP Desa tahun berikutnya. 

i ' 

Pasal 182 

. (1) RPJM besa dan/atau RI@Desa dapat diubah dalam hal: 
a. T,erjadi peristiwa khusus, seperti bencana alarn, krisis politik, krisis ekonomi, 

· dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjanagan; atau 
b, Terdapat perubahan mendii-sar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah 

da:erah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah kabupaten. 
(2). ~erubahan RPJM Desa dan/ atau RKP Desa sebE)-gaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibahas dan disepakati dalarn rnusyawarah perencanaan 
pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaaan Peml:iangunan Desa 

Pasal 183 

(1) ~epala Desa rnengoordinasikan pembangunan Desa dilaksanakan oleh 
perangkat D~sa dan/ atau unsur masyarakat ·nesa. 

(2) P,elaksana kegiatan pembangunan desa sebagaimap.a dimaksud pada ayat (1) 
cVtetapkan di:ngan mempertimbangkan keadilan ge'nder. 

(3l P.elaksanaan; pembangunan seoagaimana dimaksud pada aya'.t ( 1} 
mengutamakan petnanfaatan sum}?er daya manusia dan sumber daya. alam 
yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong :i-oyong 
t#asyara.kat. . 

(4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyampaiakan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala Desa 

. dalam forum musyawarah Desa. : 
(SJ- Masyara.kat Desa berpartipasi dalam musyawarah Desa 

cUmaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan 
pembangunan Desa. · 

sebaga;ixnana 
pelaks:anaan 
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Pasal 184 

(l)"P~merintah, pemerintah daerah provinsi, dan peme;rintah daerah kabupaten 
menyelenggai:akan progra+n sektoral dan program; daerah yang masuk ke 
Desa. 

(2) p;_-ogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' diinfonnasikan k¢pada 
· Pemerintali Desa untuk diintegras~ ke dalam pembangunan Desa. 

(3) Progr.µn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal ,Desa 
dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa .. 

(4)-Program sebagaimana ·airnaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampirari APB 

Desa. 
'· ' ' 

. i 

Bagian Ketiga , 
Pembangunan Kawasan Pendes~ 

Pasaf 185 

(1) Pem.bangunan kawasan perdesaal;l merupakan perpaduan _pemban~nan 
: ap:tar Desa yang d.ilaksanakan dalam upaya mempercepat dan'·meningk/3-tkan 
lq.uilitas pelayanan, pembangunari, dan pemberdayaan masyarakat · Desa 
~elalui pendekatan pembangunan partisipatif. 

(2) Pbm.bangunan kawasan perdesaan terdiri atas 
a. P,enyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif; 

: • b. Pengernbangan pusat pertum'buhan antar-Desa secara terpadu; 
c. Penguatan kapasitas masyarakat; 
d. Kelembagaan dan kemitraa:n ekonomi; dan 

• e. Pembangunan infrastruktur 
(3) Pembangunan kawasan perdesaan memperp.atikan kewenangan hak asal­

. usu! dan kewenangan lokal berskala Desa serta pengarusutamaan 
. perdamaian dan kead.ilan sosial melalui pencegahan dampak sosia1 dan 
· lingkungan yang merugikan sebagian dan/ atau seluruh Oesa di kawasan 

perdesaan. 

Pasal 186 

· (lJ Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 
d.ilaksanakan d.ilokasi yang telah ditetapkan oleh bupati. 

(2) Penetapan lokasi bembangunan kawasan perdesaan d.ilaksanakan dengan 
njtekanisme : 

a.· Piexnerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wil.ayah, 
potensi ekorlomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana· Desa 
sebagai usuian penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan 
perdesaan; 

b. lj"sulan penetapan Desa sebagai lpkasi pembangunan kawasan perdesaan 
. clisampaikan oleh kepala Desa KepJda Bupati; · 

c. Eiupati 1nelakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana 
c!;an program pembangunan kabupaten; dan 

~I ,. 
! 

d. ~erdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati menetapkan lokasi 
i:iembangunan kawasan perdesaan dengan Keputusan Bupati. 
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(3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan 
. clilokasi yang telah ditetapkannya kepada Gubernur· dan kepada Pemeiintah 
. ~elalui Gubernur. · 

(4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari 
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan pemepntah 

. daerah provinsi dibahas bersama pemerintah daerah kabupaten untuk 
ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan. 

(5) Pro,gram pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah 
ciicantumkan dalam RPJMN dan RKP. 

(6)"flrogram pembangunan kawasan perdesaan yang berasa:l dari pemerintah 
48:erah provinsi dicantun_tlcan dalam RPJMD provinsi dan 'RKPD proviJ!lsi. 

(7) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari peme).intah 
daerah kabupaten dicantumkan dalam RPJMD kabupaten dan :RKPD 

. kabupaten \ , 
(8) ~upati melakuk~ sosialisasi program pembangunan kawasa.n perqesaan 

~epada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat. 
(9) P.embangunan kawasan perdesaan yan.g berskala lokal Desa ditugaskan 

pelaksanaan,hya kepada Desa. 

Pasal 187 · 
l , • • 

(1) P,erencanaan, pema.nfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata ,ruang 
cj,alam pembangunan kaw~san perdesaan dila:kukan berci.asarkan'. hasil 
zhusyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa, 

(2) Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset Desa da!n. tata 
ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa. 

(3)" Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam, hal : 
a. Memberikan informasi menegenai rencana program dan kegiatan 

pembangunan kawasan perdesaan 
b. 1'j1emfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati 

pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan 
c. Mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial. 

Bagiau Keempat 
Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pendampingan Masyarakat Desa 

Pasru 188 

(1) Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam 
melakukan aksi bersama sebagai satu kesatuan tata kelola Pemerintahan 

· :Oesa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, 
serta·kesatuan tata eko;nomi dan lingkungan. 

(2) l?emberdayaan rnasyarakat Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1: 
· dilakukan oleh Pen1erintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerat 
, Kabupaten, Pernerintah Desa, dan pihak ketiga . 
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(3) ]?emberdayaan masyarakat Desa: sebagaimana diroaln1tid pada ay~t (1) 
tj.ilaksanakan oleh Pemerintah De?a, Badan Permusyawaratan Desa, ~orum 

.. :rµu·syawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembagii adat Desa/ BUM 
Desa, badart kerja sama antar Desa, dan kelompok kegiatan masyarak:4,t lain 
yang· dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerirttahan dan pembangunan 
pad~ umumnya. · ' 

Pasal 189 

(.1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabu:ii,aten, 
dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa. · 

(2) P~mberdayaan I?asyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dila.kukan dengan : , ~ 

·a .. Mendorong partisipasi dalam perencanaan dan pembangun81?' Desa: yang 
' dilaksan.;i.kan secara swakelola oleh Desa:; · 

b; Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara 
berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya, manusia: dan 
sumber daya alam yang ada di Desa; 

.c.: Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, 
l potensi, dan nilai kearifan lokal; 

d.: Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada 
! kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan 
: kelompok marginal; 

e.; Mengembangkan sistem transparansi · dan akuntabilasi dalam 
1 penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa; 

f. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan adat; 
g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa 

; yang dilakukan melalui musyawaran Desa; 
h.; Menyelenggarakan peningkatan .· kualitas dan kapasitas sumber :daya 

: manusia masyarakat Desa; . 
i. i Melakukan pendainping masyarakat Desa; 
j. _:Melakukan pengawasan dan peniantauan penyelenggaraan Pemerintahan 

, Desa dan pembangunan Desa dan pembangunan Desa yang dilakµkan 
,secara partisipatif oleh masyarakat Desa. · 

Pasal 190 

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberda:yaan 
mistarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai deJiigan 
kebutuhan. 

(2) Peljldampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) s~cara 
teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten ; dan 

. dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdaj,aan 
ma,syarakat Desa, dan/ atau pihak ketiga. 

(3) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyraka.t 
D¢~a di wilayahnya. 

~ ,. 
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:Pasal 191 

(1) T.enaga penqampfug profesional sebagaimana dimaksud dal}am pasaj. 190 

a:yat (2) terclli;i atas : 
a. tenaga pendamping lokal Desa yang be'rtugas .di ·. Desa 1:lD.tuk 

mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah~ Desa, : kerja 

. s:ama Desa, pengembangan BUM besa, dan pembangunan yang berskala 

lokal Desa; 
o_: .. t~aga pendamping Desa yeng bertugas di . kecamatan untuk 

· · mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan: Desa, kerja 

sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala 

lokal Desa; 
c. tenaga pendamping te!mis yang bertugas ai lfocamatan untuk mendampingi 

Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan 

d .. teriaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas mJning~atkan 

kapasitas tenaga pendaniping dalam rangka penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

(2) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki 

kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang penyelenggaraan 

pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan/ a tau teknik. · 

(3) Kader pemberdayaan . masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 190 ayat (2) berasal dari unsur masya;rakat yan·g dipilih oleh 

· D>esa untuk: menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan 

prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong . 

Pasal 192 

(l) ·Pemerintah, pemerintah provinsi, dan · pemerintah kabupaten dapat 

mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Desa melalui 

· perjanjian kfrja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undang 

(2) P;emerintah pesa dapat mengadakan kader pem1?erdayan masyarakat Des. 

~elalui melcanisme musyawarah Desa untuk, · ditetapkan dengan . sura1 

lj:eputusan kepaala Desa. · 

Pasal 193 

(l) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidan1 

pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, · dar 

.. pemberdayaan masyarakat Desa menetapkan pedoman umun 

J?elaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasan perqesaan 

pemberdayaan masyarakat · Desa, dan pendampingan masyarakati Desi 

~rkoordinasi · dengan menteri yang menyelenggarakan iluusaz 

pemerintahan di bidang pem6rintahan dalam negeri <;l.an menteri yani 

~yelenggarakan urusan pemerintahan di bidang . perend:anaru 

. :Pembangunan nasional . 

(2) Menteri/pimpinan lembaga peme~tah nonkementerian_,teknis ,terkai 

da.pat menetapkan pedoman teknis ·pelaksanaan pembangunan kawasai 

. perdesaa.11 sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pad, 

pedoman,um.um sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
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BAB XI 

. BADAN USAHA MILIK DESA 

Bagian Kesatu 
Pendirian dan Organisasi Pengelola 

Pasal 194 

(1) Desa dapat ~endirikan BUM Desa. , · 

{2)°P!=nclirian B$ Desa·sebagaimana dimaksud pad~_ayat (1) dilakukan dalam 

· nj.usyawarah ;Desa dan ditetapkan dengan p~aturan Desa. 

(3) drganisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerinthan Desa. 

· (4)·drganisasi pengelola BUM Desa tercliri dari : .. I 

a.: Penasihat; 
b: Pelaksana operasional; dan 

c.: Pengawas. 
(5) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4). huruf a dijabat ~ecara 

~officio oleh kepala Desa. 
· (6} Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat: {4) huiuf b 

' . . . 
nj.erupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa. 

(7) Pelaksana operaSional seb.agai±nana dimaksud pada ~yat (6) dfliarang 

' ' 
merangkap jabatan melaksanakan fungsi pelaksana lembaga. Pemerinitahan 

'Qesa dan lembaga kemasyarakatan Desa. 

Pasal 195 

(1) Pertasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 194 ayat · (4) huruf a 

. , •rriempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat 1¢pada 

pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan. dan 

pengelolaan usaha Desa. 

(2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai kewenangan meminta penjelasan p:elaksana opera~ional 

mengenai pengurusan dim pengelolaan usaha Desa. 

Pasal 196 

P~laksana operasional sebagaiman dimaksud dalam pasal 194 ayat (4) huru: 

b mempuny~ tugas mengurus da:n mengelola BUM Desa sesuai dengar 

. $ggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 

Pasal 197 

(1) Petigawas sebagaimana dimaksu.d dalam pasal 194 ayat (4) huruf c mewakil 

k;epentingan masyarakat. 

(2) Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari: 

a. Ketua; 
b,. Wakil ketua merangkap anggota; 

c; Sekretaris merangkap anggota; 

cl;. Anggota. 
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(3) ~en.gawas sebagaimana dimak;sud pada ayat (1) mempunyai kewfljiban 

inenyelenggarakan rapa'.t umum untuk membahas kinerja BUM - Desa 
-- sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. 

(4) l;'engawas· sebagaiman,,_ dimaksud pada ayat _ (1) berwenang 
- menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk: -

a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2); 

J::>. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan ui$aha dari BUM Desa; dan 
c. Pefa.ksanaan pemantauan dan evaluas1 ter!ftadap kinerja pelaksana 

operasional. 
(5) Masa bakti pengawas diatur dalam anggaran dasar clan anggaran rumah 

tangga BUM Des;;i.. .. 
Bagian Kedua 

Modal dan Kekayaan Desa 

Pasal 198 

(1) Modal awal BUM riesa bersumber dari APB Desa. 
(2} Modal BUM besa terdiri atas : 

a. Penyertaan modal Desa; clan 
- b. Penyertaan modal masyarakat Desa. 

-(3) Rekayaan BUM Desa yaz;ig bcirsumber -dari Pe;nyertiian Modal; Desa 
_ sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a merupalaµi kekayaari Desa 

yang dipisahkan. 
(4) P~yertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat '(2) huruf a lherasal 

dari APB Desa. 
(5) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten 

dapat memberikan bantuan kepada BUM Desa yang disa:1urkan me1a:1ui 

mekanisme APB Desa. 

Bagia.n Ketiga 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

Pasal 199 

(1) Anggaran dasar clan anggaran rumah tangga disepakati melalui musyawaral: 
D-esa. 

(2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sediki 
hatna, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha 
jmgka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata car: 

, . 
penggunaaan dan pembagian keuntungan. 

(3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat palin1 
sedikit h~ dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dai 
pemberhen~an personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, da1 

sumber modal. 
(4.) Anggaran d:asar dan anggaran rumah tangga sebagaiman dimaksud pad: 

ayat (2) daniayat (3) ditetapkari dengan keputusankepala Desa. -
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Bagian ~empat 
Pengembangmi Kegiatan 'Usaha 

Pasal 200 

(ll Untuk mengembangkan kegiatan usahartya, BUM Desa dapat : , 

a.. Menerima pinjaman dan/ atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan 

b,. Menclirikan unit usaha BUM Desa. 

(2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetµjuan 

Pemeintah Desa 
(3)· Pend.irian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha · BUM Desa 

·. sebaagaimana diniaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dbngan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. r 

Pasal 201 

(l) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaa.11 usaha Desa 

rilewakili BUM Desa dicialam dan di ·1uar pengadilari 

(2) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengqrusan 

: ·dan pengelolaan BUM Desa kepada kepala Desa secara berskala. 

Pasa1202 

• 1erugian y~g dialami oleh ,BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana 

operasional i?UM Desa. 
. ' 

Pasal 203 

(1) Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh kepala Desa. 

{2J Kepailitan BUM Desa sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

. sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan 

. perundang-undangan. 

Bagian Kelima 

Pendirian BUM Desa Bersama 

Pilsal 204 

(1) rialam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebili dapa· 

. ' membentuk BUM Desa bersama. 
' . 

(2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimE!ksud pada ayat (1) i dapa 

dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desli. 

(3) Pendirlan, penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana di~E!ksu< 

· pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa tersebm d_ilE!ksa;nakru 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. · 

. ' 
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Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan dan pengelplaan, 

s'erta pemb1,1baran BUM Desa dan BUM Desa'. bersama diatur d~ngan 

.. Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 1;,idang 

pembangunan desa, pembangunari. kawasan perdesaan, dan pembercilayaan 

. masyarakat desa berkoordinasi dehgan menteri yang meriyelengga,rakan 

urusan pemerintahan di bidang Pe~erintahan Dalam Negeri. · 

BAB XII 
KERJA SAMA DESA 

Pasal206 
. • 

(lJ !Ferja sama Desa dilakukan anui.r Desa dan/atau dengan pihak ke1fga .. 

(2). Pelaksanaan kerja sama antar Desa diatur dengan peraturan bersama kepala 

Desa. , 
·(3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian 

bersama. · 

· (4) Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat: 

a. Ruang lingkup kerja sama; 

b. Bidang kerja sama 

c. · Tata cara dan ketentuan pelak'.sanaan kerja sania; 

d. Jangka waktu;. 

e. Hak dan kewajiban; 

f. Pendanaan; 

g. Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan 

h. Penyelesaian perselisihan 

($) Ca:mat ataau sebutan lain atas nama bupati memfasilitasi pelaksanaan kerj~ 

sa:rna antar-pesa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga. 

i>asal207' 

(1) Badan kerja sama antar Desa terdtri atas: 

a. Pemerintah Desi; 

b. A:rtggota Badan Pennusyawaratan Desa; 

c. Lembaga Desa lainnya; dan 

d. Tokoh masyarakat denga.'l mempertimbangkan keadilan gender. 

(2}81,lsun organisasi, tata kerja clan pembentukan badan kerja: sam, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bersam. 

· ~alaDesa. 

(3) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawa 

kepada kepala Desa 

Pasal 208 

· Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa harus dirousyawarahka 

d.engan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama Desa. 

: . 
: 
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' Pasal 209 
'· 

(1) :Perubaha..."'l. atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalan 
. pa:sal 208 dapat dilakukan oleh para pihak yang terikat dalam kerja sami 

Desa . 
(2) Mekanisme pen:ibahan atau berakhirnya kerja sama Desa atas keten~uaz 

kerja sama Pesa di atur sesuai dengan kesepakatan para pihak. Kerja sami 
Pesa berak$r apabila: 
a. Terdapatjkesepakatan para pihak melalui pros.edur yang ditetapkan dalan 

perjanji~; 
b .. Tujuan perjanjian telah tercapai; 
f· Terdapat keadaa:n luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sam1 

1 
tidak dapat dilaksanakan; . ~ 

·il,. Salal1. satu pihak tidak melaksanakan atau mel!lllggar ketentuai 
: perjanjian; ' \ 
i e. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian l~a; 
f. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; _ 
g. Objek perjanjian hilang; 

. ~- Terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daero/1, ati 
! nasional; atau · · · · 
i. Berakhirnya masa perjanjian. 
' 

Pasal210 

(l) Sei:iap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan :secar . 
musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan. · 

(2) ,Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana .dimaksrni pad 
a.yat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilita~i da 
diselesaikan oleh Carn.at atau sebutan lain. 

(3) .(l.pabira terjadi perselisihan kerja sama pesa sebagaimana dimaksu<;i pad 
f).yat ( 1.) dalam wilayah kecamatan yang berada pada satu kabupate: 
i:lifasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati. 

(4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (:' 
persifat final dan ditetapkan dalam beri:ta acara yang ditandatangani ole 
para pihak q.an pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan. 

(5) perselisih~dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaiman 
p.itnaksud P,ada ayat !1) sampai dengan ayat (4,) dilakukan melalui prose 
hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 211 

Ketentuan lebih lanjut mengen.ai tata cara kerja sama Desa di bidan 
Pemerintahan Desa diatur dengan :Pera.turan Menteri yang menyelenggaraka 
.urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri . 
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BABXIII · 

LEMBAGA KEMASY.ARAKATAN DESA DAN 

LEMBAGA ADAT DESA 

Bagian Kesattr · 

Lembaga Kemasyarakatan De&l!-

Pasal 212 

(1) Lbmbaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan 

I • . 

• • 

masyarakat. . , 
· 

(2) L'embaga kemasyara:katan Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

bbrtugas:· , · · 

. a! Melakukan pemerdayaan masyarakat Desa ., 

bl llcut sertai dalwn perencanaan dan pelaksana.aJ?'-pembangunan; dan ; 

·· ci Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. . . 

(3) Dalam melaksB.I'l-akan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lei:!nbaga 

·kjernasyarakatan Desa memiliki fungsi: 

aj. Menampung dan menyalurkan Ej.spirasi masyarakat; 

~- Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyara~at; 

c; Meningkatkan kualitas dan mempercepat layanan Pemerintah Desc 

kepada masyarakat Desa; 

d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dru 

mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif. 

e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prar:-arsa 

partisipasi, swadaya, serta gcitong royong masyarakat; 

-f. ·Meningkatkan kesejahteraan. keluarga; dan 

g. Meningkatkan kualitas sumber daya rnanusia. 

(4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa diatur dengari peraturan Desa 

Pasal 213 

Petnerintah, pemerintah daerah, dan lembaga nonpemerintah dala 

melaksanakan programnya di Desa wajib memerdayakan de 

· mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa. 

Bagian Kedua 

Lembaga Adat Desa 

Pasal 214 

(1) ~emben~ lembaga adat Desa ditetapkan dengan perturan Desa. 

' ' 
· (2).Petnbentukan lembaga adat Desa dapat dikembangkan di desa adat unt 

l 

.rnenampung kepentingan kelompok adat yang lain. 

I . . 

Pasal 215 

Lem~ga kemasyarakatan dan lembaga, adat Desa dibentuk oleh Pemerintah D 

berd~kan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri y; 

mertyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Dai.am Ne,ger: 



i 
' !: . 
'•: 

• 

" 

• ·r:• 

• 

• 

\ 
BAB XIV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLES CA.MAT ATAU 

SE~UTAN LAIN 

Pasal216 

(l.) Camat atau sebutan lain melakukan, tugas pembinaan dan pengB!'"asa, 

'Desa. 
(2) Pembinaan dan pengawasan seba~almana dimak.sud pada aya!t (1) dilakukru 

· melalui: 
a. J:asilita-si penyusunan perataturan Desa dan peraturan kepala Desa; 

b. Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa; 
I 

•• 

. c. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; 

d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undlngan; 

e. Fasilitas.i pelaksanaan ti.1gas kepala Desa dan perangkat Desa; 

f. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa; . 

g. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa; 

h. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa; 
' . 

i. ]fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah denga 

pembanguniµ. Desa; 

j. rasilitasi pe1;1etapan lokasi pembangunan kawasari perdesaan; 

k. Fasilitasi peiiyelenggaraan,ketentyraman dan ketei:tiban umum; 

1. Fasilitasi pelaksanaan tugas,· fungsi, dan kewajiban lemba; 

kemasyarakatan; · 

m, Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; 

n. Fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja asama Desa dengan pihak ketiga 

o .. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa se1 

penetapan dan penegasan batas Desa; 

p. -Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarak 

Desa 
g,. Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan 

r. Koordinasi pelaksanaan pembarigunan kawasan perdesaan di wilayahrtya. 

BAB XV 

KETENTUAN Plj:RALIHAN 

Pasal 217 

Pa:da saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, sekretaris Desa yang bersta: 

seb~gai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan :tugasnya sesuai deni 

keteµtuan peraturan perundang-undangan ! 

Pasal218 

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, kerja sama antar-Desa atap. k< 

sa:ma Desa dengan pihak ketiga yang sedang berjalan te:tap , melaks$.nal 

sampai dengan berakhimya kerja sama tersebut. ' 



BAB XVI 

KETENTUAN.~ENUTUP 

Pasal 219 

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang 
mengatur mengenai Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentaµgan dengan Peraturan Desa ini. 

Pasal 220 

· Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

• 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa 
ini dengan penempatannya dalam Iembaran Negara Republik Indonesia. I 

Diundangkan di Bintuhan 
pada tanggal 12 Oktober 2016 

SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

NANDAR MUNADI, S.Sos., M.Si . 
Pembina.utama Muda 
NIP. 19690127 199003 1 004 

Ditetapkan di Bintuhan 
Pada tanggal 11 Oktober 2016 

BUPATI KAUR, 

ttd 

GUSRIL PAUSI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2016 NOMOR : 236 


